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TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat, dan Tujuan perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara Bahasa makna dari nikah berasal dari kata Bahasa Arab yaitu
nakaha yang berarti kawin, sedangkan secara istilah makna nikah adalah
akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan suami istri
dan pemenuhan kewajiban masing-masing.‘Nikah juga dimaknai sebagai
misagan ghaliza atau ikatan yang kuat antar suami dan isteri untuk
mewujudkan kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal dengan syarat
yang telah diatur oleh agama dan negara.?

Pernikahan juga diartikan sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan
perempuan yang dikukuhkan secara formal sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Artinya ikatan yang sah harus mendapatkan
pengakuan dari negara.*Dalam konsep hukum perdata, ikatan antara suami
dan isteri disebut juga the privat relationships (hubungan-hubungan
perdata). 4 Ikatan didefinisikan sebagai penyatuan lahir batin antara 2
pasangan, Yyaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk

keluarga yang kekal dan bahagia, untuk mencapai kebahagiaan yang kekal

! Taufik Mandailing, Good Married: Meraih Asa Gapai Bahagia, (Yogyakarta: IDEA

Press, 2013), him. 6-7.

2 Ibid., hlm. 8.
3 Titik Tri Wulan, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana,

2014), him. 100.

4 Salim, Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali pers,

2015), him. 147.
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pasangan harus saling memenuhi kebutuhan jasmaniah dan rohaniah antara
suami dan isteri.®

Selanjutnya pengertian secara yuridis mengenai perkawinan juga
termaktub dalam Pasal 1 ayat 1 UUP, yang dimaksud dengan pernikahan
adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.®

Ikatan lahir dan batin adalah ikatan yang harus dibangun dalam
pernikahan oleh suami dan isteri. Ikatan lahir berarti ikatan yang nampak,
ikatan yang mengikat suami dan isteri itu sendiri maupun yang mengikat
pada masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin yaitu ikatan yang tidak
nampak karena ikatan ini berhubungan dengan ikatan psikologis. Suami dan
isteri yang telah menikah harus saling menyayangi, mencintai dan
menghormati satu sama lain tanpa adanya rasa terpaksa. Pernikahan yang
dilakukan dengan terpaksa tidak akan menumbuhkan ikatan batin. Oleh
karena itu, pernikahan yang bahagia dan kekal harus dibangun dengan
kedua ikatan tersebut.”

Lebih lanjut, Muhammad Syaifuddin menguraikan mengenai ikatan
suami isteri tidak hanya menjadi ikatan perdata, tetapi juga sebagai ikatan
adat. Terjadinya pernikahan tidak hanya berakibat pada hubungan antara

suami dan isteri saja tetapi juga terkait dengan hubungan kerabat, adat

® Ibid., him. 146.
6 Undang-Undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1.
" Bimo Walgito, Bimbingan & Konseling pernikahan, (Yogyakarta: Andi, 2004), him. 12.
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istiadat kewarisan, ketetanggaan, dan juga menyangkut hubungan
keagamaan, baik hubungan antara manusia dengan Allah (ibadah) maupun

hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (muamalah).®

Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan hukum yang mengatur hubungan antara
manusia dengan sesamanya. Hubungan tersebut melibatkan penyaluran
kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan hak, serta
kewajiban yang berkaitan dengan akibat perkawinan. Hal tersebut telah

Allah tetapkan dalam firman-Nya:

O SY Sl fpa g LRI (SIS (G

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat akan kebesaran Allah”.°

Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang telah sesuai dengan
aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang
sah juga harus memenuhi unsur legalitas dan syariat yang wajib
dipersiapkan dengan baik oleh laki-laki dan perempuan yang akan menikah,
karena perkawinan adalah suatu peristiwva hukum. Legalitas sebuah
perkawinan harus terpenuhi rukun dan syaratnya baik secara agama maupun

secara administrasi.°

8 Muhammad Syaifuddin DKK, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), him.

® Az-Zariyat (51): 49.
10" Taufik Mandailing, Good Married (Raih Asa Gapai Impian), him. 34.
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Adapun rukun nikah menurut KHI Pasal 14 ada lima yaitu:*
a. Adanya calon mempelai laki-laki

b. Adanya calon isteri

c. Wali

d. Dua orang saksi

e. Shigat ijab kabul

Berikut syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukun di atas:

Syarat-syarat calon mempelai laki-laki:

a. Islam

b. Berjenis kelamin laki-laki

c. Bisa diminta untuk memberikan persetujuan

d. Tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan

e. Jelas wujudnya

Syarat-syarat calon mempelai perempuan:

a. Beragama

b. Berjenis kelamin perempuan

c. Bisa diminta untuk memberikan persetujuan

d. Jelas wujudnya

11 KHI Pasal 14.
12 Ahmad Rafig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2015), him. 55-56.
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e. Tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan

Syarat-syarat wali nikah:

a. Dewasa

o

Berjenis kelamin laki-laki

o

Mempunyai hak perwalian

o

. Tidak ada halangan untuk melakukan perwalian

Syarat-syarat menjadi saksi pernikahan:

a. Disaksikan minimal dua orang saksi laki-laki

b. Hadir pada saat ijab kabul

c. Bisa mengerti maksud dari akad

d. Dewasa/balig

e. Islam

Syarat-syarat ijab kabul:

a. Adanya pernyataan menikahkan dari seorang wali

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki

c. Memakai kata-kata nikah atau terjemahan dari kata nikah

d. ljab dan kabul harus saling berhubungan

e. ljab dan kabul harus jelas maksudnya
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f. Orang yang sedang melakukan ijab kabul tidak dalam keadaan ihram

haji/umroh

g. Pada saat pelaksanaan ijab kabul wajib dihadiri oleh minimal 4 orang.
Meliputi kedua calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai

perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi akad.

Diperkuat lagi dengan syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam

Bab Il Pasal 6 Undang-Undang pernikahan, yaitu:

a. Kedua calon mempelai harus sama-sama setuju untuk melakukan

pernikahan.*

b. Jika kedua calon mempelai atau salah satunya belum berusia 21 tahun

diharuskan untuk memperoleh izin tertulis dari Pengadilan

c. pernikahan hanya boleh dilakukan jika calon mempelai pria dan wanita
berusia 19 tahun.*®Jika terjadi penyimpangan pada Pasal 7 ayat 1 maka
orang tua atau wali dari pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan

harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan.®

Tujuan Perkawinan
Menikah akan membuat seseorang mampu bertanggung jawab kepada
dirinya sendiri dan keluarganya dengan menikah seseorang bisa

menghindari diri dari hubungan seks terlarang atau perzinahan. Tujuan yang

=

3 Pasal 6 ayat 1.
Pasal 6 ayat 2.
5> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, Pasal 7 ayat 1.
& Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, Pasal 7 ayat 2.

B e
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paling utama dari menikah adalah beribadah. Seseorang yang menikah

berarti telah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul.*’

Undang-undang pernikahan menyebutkan tujuan dari pernikahan yaitu,
“membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal” 8,
sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan dilakukannya
pernikahan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinnah, mawaddah, dan rahmah.®

Lebih rinci lagi, Taufik Mandailing mengemukakan 8 tujuan dalam

pernikahan, yaitu:?

a. Membangun dan membina keluarga
b. Agar dalam sebuah perkawinan harus saling menyayangi dan mencintai
pasangannya.
¢. Untuk mendapatkan keturunan yang sah
d. Untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yang bersifat permanen
dan dilandasi dengan aturan agama.
Sedangkan Tihami dalam bukunya mengemukakan tujuan dari
pernikahan, yaitu®:

a. Membentuk akad (perjanjian) yang suci antara calon suami dan istri

17 M. Taufik Mandailing, Good Married Raih Asa Gapai Bahagia, Cet-2, (Yogyakarta:

IDEA Press, 2013), him. 40-41.

16-17.

18 pasal 1.
19 pasal 3.
20 |hid., him 41.

2L Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), him.
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b. Keluarga sebagai subjek untuk membentuk keturunan yang taat kepada

agama
c. Untuk menyempurnakan separuh agama

d. Legalitas untuk melakukan hubungan suami istri dan menghindari

perbuatan zina

e. Untuk membentuk keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang yang
tulus dan ikhlas, sebagaimana yang tercantum dalam surat ar-Rum ayat

21:%
S a5 Ll Sl a5 ) oSl (o8] 518 () 43le (40
O 88 ol CuY &y (8 ) daa ) 53350

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia ciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”

Merujuk pada ayat di atas, tujuan seseorang menikah adalah untuk
menggapai kehidupan pernikahan yang sakinah (tentram), nyaman memadu
kasih (mawwaddah wa rahmah), dan bersama-sama menggapai
kebahagiaan di dunia.?*Kata sakinah diambil dari akar kata sin, kaf dan nun,
yang memiliki arti ketenangan.?* Ketenangan dari pernikahan tentu saja

meliputi berbagai aspek, seperti spiritual, ekonomi, psikologi, serta

22 Ar-Rum (30): 21.
2 Fagihuddin Abdul Kadir, Qira’ah Mubadalah, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), him. 333.
24 Mashuri Kartubi, Baiti Jannati, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2018), him. 91
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hubungan personal dan sosial. Keluarga yang sakinah adalah dasar dalam
membentuk pasangan ideal yang dapat melahirkan generasi yang sholeh dan
bertakwa. Keluarga sakinah akan terbentuk jika kebutuhan lahir batin rumah

tangganya terpenuhi secara lahiriah dan ma 'nawiah.?

Mawaddah adalah rasa cinta dan harapan yang diciptakan seseorang
kepada pasangannya. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang untuk
membuat pasangannya bahagia. Mawaddah dan rahmah adalah modal bagi
suami isteri untuk memperoleh kebahagiaan dalam berumah tangga. %
Mawaddah atau rasa tentram dapat tercipta jika suami dan isteri bisa saling
terbuka dengan perasaan masing-masing, hendaknya suami dan isteri saling
menghargai dan menghormati perasaan pasangannya. Kata Rahmah
memiliki arti bahwa setiap pasangan hendaknya saling menyayangi dan
saling mengerti kondisi pasangannya.?” Oleh karena itu dalam surat ar-
Rum ayat 21 menegaskan bahwa pasangan yang menjaga ikatan
pernikahannya, memastikan keluarganya tentram dan aman, serta
menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya,

adalah bagian dari menghormati dan mengamalkan ayat-ayat Nya.?

Inti dari tujuan pernikahan yaitu terciptanya kebaikan dan kemaslahatan
sebagai pondasi dan arah dalam rumah tangga untuk mencapai tujuan akhir

yaitu kebaikan dunia (fii al-dunnya hasanah) yang dibalut dengan ibadah,

2 1pid., him. 92.

% Fagihuddin Abdul Kadir, Qira’ah Mubadalah., hlm. 336.
27 Mashuri Kartubi, Baiti Jannati, him. 84.

2 Fagihuddin Abdul Kadir, Qira’ah Mubadalah, him. 337.
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sehingga mendapatkan kebaikan akhirat (fii al-akhirah hasanah) yang
dicapai secara bersama-sama.? Menikah tidak hanya sekedar menghindari
perbuatan perzinahan, karena pernikahan yang bernilai ibadah adalah wujud
ketaatan seorang hamba kepada Allah. Mewujudkan keluarga yang
sakinnah adalah salah satu pondasi yang kuat untuk tercapainyan keluarga
yang kekal dan sejahtera. Calon suami dan isteri harus paham tujuan utama
menikah, karena hal tersebut sebagai landasan untuk membangun keluarga

yang sejahtera dan kekal.*

5. Larangan Perkawinan
Maksud dari larangan perkawinan adalah seorang laki-laki dan
perempuan yang dilarang untuk menikah. Pelarangan perkawinan dalam
Islam dikelompokan menjadi 2 yaitu halangan abadi dan halangan

sementara, yaitu:

a. Larangan perkawinan abadi yaitu larangan menikah bagi laki-laki dan
perempuan untuk selama-lamanya. Larangan ini dibagi menjadi 3

kelompok:

1) Larangan nikah karena ada hubungan nasab, diatur dalam ayat Al-

Qur’an yang berbunyi:*?

29 1bid., him. 342.

%0 Taufik Mandailing, Good Married, him. 106.

81 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:
Rajagrafindo persada, 2014), him. 63.

%2 An-Nisa (4): 23
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Y Sl oSila g aShae ¢ oS ga) 5 oSl 5 aSigal oSile Cie a

CAY) il g

Berdasarkan ayat di atas, wanita yang haram dinikahi karena

hubungan nasab adalah:®

a) Ibu, perempuan yang memiliki hubungan darah dalam garis
keturunan ke atas, yaitu nenek (dari pihak ayah maupun ibu dan
seterusnya ke atas).

b) Anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun
dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah

c) Saudara perempuan, seibu maupun se bapak, seibu, atau se bapak
saja

d) Bibi, saudara kandung perempuan dari pihak bapak

e) Bibi, saudara kandung perempuan dari pihak ibu

f) Keponakan, baik dari anak perempuan saudara laki-laki maupun
saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

2) Larangan nikah disebabkan hubungan persusuan

Jika seorang anak menyusui kepada perempuan walaupun
perempuan itu tidak ada hubungan darah, maka air susu dari wanita itu
akan menjadi darah daging bagi si anak yang menyusui dari wanita itu.
Wanita yang menyusui sudah seperti ibunya, dan suami si wanita itu

juga menjadi ayahnya. Maka hubungan sepersusuan sudah menjadi

% Ibid., him. 120.
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hubungan nasab.3* Aturan ini sudah dijelaskan dalam firman Allah

SWT, yang berbunyi:®

im)l\weﬁ\)sbeﬁm)\g\eﬁy\j
Berikut rincian hubungan sepersusuan yang diharamkan untuk
dinikahi:®

a) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui

b) Nenek susuan, yaitu ibu dari anak yang menyusui atau ibunya

suami dari wanita yang menyusui

c) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan ibu susuan maupun saudara

perempuan suami si ibu susuan

d) Anak susuan, yaitu anak dari ibu susuan karena sudah menjadi

sauadara senasab

e) Paman susuan, yaitu saudara dari ibu susuan maupun saudara

suami si ibu susuan
f)  Anak saudara laki-laki maupun perempuan susuan

3) Larangan menikahi perempuan karena hubungan mushaharah

(pertalian kerabat semenda)

34 Jamaluddin, Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal
Press, 2016), him. 54-55.

% An-Nisa (4): 23.

3 Jamaluddin, Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, hlm. 55.



b

33

Larangan ini merupakan lanjutan dari surat an-Nisa ayat 23, yang

berbunyi:
Y Cliy g aSHlA 5 aSiae ¢ oK) il g oSl aSigal aSile Cao ja
B O ailad Al oSl (e oS ) gaa (8 Al S ) 5 2l Cigal
aSalal e (pall oS Lyl Jils g oSle #Lin D8 g o180 | 53585 ol

Ayat di atas jika dirincikan lagi adalah sebagai berikut:3®

a) Mertua perempuan, yaitu ibu dari isteri, nenek perempuan isteri dan

ke atas.

b) Anak tiri, yaitu anak dari isteri. Larangan ini berlaku apabila ibu dari

anak tiri telah digauli
c) Menantu
d) Ibu tiri, yaitu mantan isterinya ayah.

. Larangan perkawinan sementara yaitu larangan untuk melakukan
perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya sementara
atau berlaku dalam kondisi dan waktu tertentu. Yang termasuk dalam

larangan ini adalah sebagai berikut:

Dua wanita yang bersaudara dilarang dinikahi dalam waktu bersamaan

oleh satu orang laki-laki

37
38

An-Nisa (4): 23.
Jamaluddin, Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, him. 56.
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1) Wanita yang telah menjadi isteri orang lain atau yang terikat dengan

perkawinan dengan laki-laki lain.
2) Wanita yang masih dalam masa tunggu (iddah)

3) Wanita yang telah dijatuhi talak 3 kali oleh suaminya haram untuk
dinikahi lagi oleh mantan suaminya tersebut, kecuali jika si wanita
telah menikah lagi dengan laki-laki lain kemudian bercerai maka si
mantan suami yang pertama boleh menikahi mantan isterinya yang

telah ditalaknya sebanyak 3 kali
4) Wanita yang dalam kondisi ihram

5) Wanita muslim dilarang menikahi laki-laki non-muslim, kecuali

laki-laki tersebut mualaf.

B. Ketentuan Usia perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur
Perkawinan di bawah umur adalah praktik pernikahan yang dilakukan
oleh laki-laki dan perempuan yang salah satu ada keduanya berusia masih
muda.*® Definisi anak di bawah umur adalah anak yang berusia di bawah
21 tahun yang masih di bawah kendali orang tua dan tidak bisa bertanggung
jawab atas tindakannya secara hukum.*® Usia 10-20 tahun merupakan usia

dini yang masuk dalam kategori pra-remaja, pubertas dini dan remaja. Oleh

39 Asep Saepudin Jahar dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, (Jakarta: Prenadamedia,
2013), him. 43.
40 Pasal 332 KUH Pidana
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karena itu, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah
hubungan atau ikatan antara 2 orang laki-laki dan perempuan yang
dilakukan pada saat usia mereka antara 10 sampai 20 tahun.*

Perkawinan di bawah umur merupakan praktik pernikahan tradisional
yang telah ada dan dikenal sejak zaman dahulu. Ada 2 pola terkait
pernikahan usia dini, pertama, menikahkan seorang perempuan di bawah
umur dengan laki-laki yang sudah dewasa berusia di atas 25 tahun, dan
kedua, menikahkan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah

umur dilakukan oleh kedua orang tua yang bersangkutan.

2. Usia Perkawinan dalam Hukum Islam
Islam membagi terminologi kedewasaan dengan istilah balig, tamyiz,
dan rusyd yang masing-masing mempunyai ciri-ciri dan akibat hukum yang
berbeda-beda. Tamyiz atau mumayyiz adalah kemampuan akal dan nalar
seseorang anak yang mampu melakukan hal sederhana secara mandiri. Usia
anak pada masa ini belum menunjukkan sisi kedewasaan baik secara mental
maupun fisik, pada usia ini perbuatan dan gerak gerik anak masih dalam

pengawasan orang dewasa.“ Balig adalah tanda-tanda seseorang telah

41 Ahmad Imam Mawardi, Pemikiran Tokoh NU Terhadapat Program Pendewasaan Usia
Perkawinan di Jawa Timur, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), him. 21.
42 Fera Erawati, Ashif Az Zafi, “Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan UU
Perkawinan”, dalam Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2, (2019), him. 107.
43 Dadan Muttagien, Cakap Hukum Bidang pernikahan dan Perjanjian, (Yogyakarta: Insania
Citra Press, 2006), him. 5.
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matang secara fisik ditandai masa pubertas. Dalam sebuah hadist yang

berbunyi:**
pling (i (rall G 5 Ly ia AUl (e 306 (e Gl @d
Jixy s ) siaall (e
Makna dari hadist tersebut, kematangan seseorang dilihat dari
munculnya tanda pubertas yang ditunjukkan dengan ihtilam atau mimpi
basah yaitu keluarnya air mani (bagi laki-laki) dan mulainya haid atau
menstruasi (bagi perempuan).“ Islam juga mementingkan kedewasaan
mental (ruysd), istilah rusyd digunakan untuk seseorang yang telah matang

secara fisik kemudian dibarengi dengan kematangan mental.“¢ Kata rusyd

merujuk pada al-Qur’an yang berbunyi:*’

el gal

Dalam hukum Islam tidak secara jelas menyebutkan berapa batas
umur pernikahan, beberapa ulama berpendapat seseorang boleh menikah
jika telah balig Setiap orang berbeda-beda hukum untuk bisa
melangsungkan pernikahan, ada yang wajib, sunnah ataupun haram.

Seseorang dikategorikan wajib menikah jika jiwa dan raganya/fisiknya

4 Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats, Sunan Abu Daud, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2007),
him. 790.

4 Ahmad Rofig, Hukum Perdata..........c...ccoevevervivrennnnnn. hlm. 62.
46 Dadam Muttagien, Cakap Hukum Bidang Perjanjian, him. 9.
47" An-Nisa (6): 6.
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telah matang, dari segi ekonomi mampu, dan apabila tidak segera menikah
dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan. Antara golongan yang wajib
dan sunnah yang membedakan hanya terletak dari segi syahwat, seseorang
dikategorikan sunnah untuk melakukan pernikahan jika dirinya masih bisa
menahan nafsunya dan tidak akan menyebabkan hal buruk untuk dirinya.
Terakhir, Seseorang diharamkan untuk menikah jika tujuan ia menikah
melenceng dari syariat dan akan menyebabkan kemudharatan bagi
pasangannya.“®

Islam sangat dikenal dengan historis pernikahan yang terjadi antara
Rasulullah SAW dan Aisyah yang saat itu masih berusia enam tahun.
Dampak dari kisah tersebut merebaknya pernikahan di bawah umur yang
saat ini berbenturan dengan aturan-aturan negara. Faktanya terkait
pernikahan usia dini adalah realita budaya yang ada sejak masa pra modern
yang hampir terjadi di semua belahan bumi dan tidak ada hubungannya
dengan Islam. “ Oleh karena itu, pernikahan Rasulullah dan Aisyah
sebaiknya tidak dijadikan justifikasi pembenaran menikah di bawah umur.
Rasulullah menikahi Aisyah atas perintah Allah SWT, yang berarti
pernikahan nabi saat itu bersifat khushusiyah yang tidak bisa serta merta
diikuti oleh orang lain. *° Perlu dipahami juga pada saat Rasulullah

menikahi Aisyah seiring dengan situasi dan tuntutan pada masa itu.

4 Riyan Fadhil, Ngurah Yusa Darmadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi
pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam”, dalam Jurnal limu Hukum, Vol. 5, No. 5, (Juli:
2019), him. 11.

49 Ahmad Rajafi, Telaah Problematika Hukum Pra-Nikah, (Yogyakarta: Istana Publishing,
2015), him. 110.

%0 Ibid., him. 112.
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Kemaslahatan yang terjadi pada masa Rasulullah dengan kondisi masa

sekarang jelas sangat berbeda.>*

3. Usia Perkawinan dalam Peraturan Perundangan: KHI dan UU
Perkawinan
Sejak diundangkannya hukum yang mengatur mengenai pernikahan,
untuk mewujudkan suatu tujuan pernikahan, salah satu syarat yang harus
dipenuhi yaitu para pihak yang ingin menikah harus matang jiwa dan
fisiknya. Umur adalah salah satu yang menjadi tolak ukur kematangan jiwa
dan fisik seseorang.5? Ketentuan mengenai batas umur pernikahan tersebut
diundangkan dalam pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi, “pernikahan hanya
diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)
tahun.*® Jika ditafsirkan, undang-undang pernikahan ini jelas mengatakan
bahwa tidak menghendaki pernikahan di bawah batasan usia di atas.
Batasan tersebut sejalan dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan,
suami dan isteri harus memiliki jiwa dan fisik yang matang untuk mencapai
tujuan pernikahan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tanpa
berakhir perceraian. Karena itu, pernikahan di bawah umur harus dicegah.*
Pembatasan umur perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang

maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sifatnya ijtihadiyah, sebagai

51 Ahmad rofig, Hukum Perdata Islam...........c..cccoevevannee. him. 64.

2 Made Adriawan Restu Ningrat, “Pernikahan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sudut
Pandang Hukum Adat”, dalam Jurnal Lex Privatum, Vol. 6, No. 8, (2018), him. 79.

53 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan.

54 Robia’atul Adawiyah, Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap
Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia, (Cirebon: Nusa Litera
Inspirasi, 2019), him. 183.
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upaya reformasi atau pembaharuan dalam pemikiran fikih konvensional.
% Rendahnya usia perkawinan ditakutkan akan menghasilkan keturunan
yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Perkawinan di bawah umur banyak
menimbulkan berbagai dampak negatif yang bertentangan dengan visi misi
dan tujuan perkawinan. Tujuan tersebut akan sulit dicapai apabila pasangan
yang menikah belum matang jiwa dan fisiknya. Remaja yang labil akan sulit
menyelesaikan berbagai problem dalam rumah tangganya.®

Dalam hukum positif, seseorang dapat dikenai suatu kewajiban baik
sebagai individu maupun sebagai masyarakat apabila telah dinyatakan
dewasa secara umur. 5’ Berdasarkan undang-undang yang berlaku di
Indonesia seseorang dikategorikan telah dewasa apabila berumur 21 tahun
penuh atau telah kawin.%¢Seseorang yang telah dewasa pada asasnya telah
cakap menurut hukum. Ketika seseorang telah membuat perjanjian baik
perjanjian pernikahan atau perjanjian lainnya maka ia akan terikat dengan
perjanjian yang dipikulnya. Laki-laki dan perempuan yang telah terikat
dalam perjanjian pernikahan, yaitu sebagai suami dan isteri harus benar-
benar bertanggung jawab dengan perbuatannya tersebut.

Pembatasan umur yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan
dan KHI adalah sesuatu yang baru yang tidak terdapat dalam fikih klasik,

apalagi jika dikaitkan dengan pendapat mayoritas ulama bahwa Rasulullah

%5 1bid., him. 185.

%6 1hid

57 Dadan Muttagien, Cakap Hukum Bidang pernikahan dan..................... him. 1.
%8 Pasal 330 KUHPerdata

%9 Dadan Muttagien, Cakap Hukum, him. 71
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SAW menikahi Aisyah yang masih berusia 6 tahun. Aturan dalam
perundang-undangan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
untuk kesejahteraan rakyatnya, yang sesuai dengan kondisi sekarang.®°
Baik antara hukum Islam dan hukum positif dalam melakukan
pernikahan sama-sama didasarkan pada kedewasaan. Kriteria kedewasaan
dalam Islam didasari dengan tanda-tanda fisik sementara dalam hukum

positif kriteria kedewasaan didasari dengan hitungan umur.

Penyebab dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Permasalahan perkawinan di bawah umur di masyarakat telah
menimbulkan berbagi macam problematika, diantaranya terkait
peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Menurut
data penelitian dari Pusat kajian Gender dan Seksualitas Universitas
Indonesia (Ul) pada tahun 2015, angka perkawinan di bawah umur di
Indonesia menempati posisi urutan kedua di Asia Tenggara. Di antara 7.3
juta wanita Indonesia, sekitar 2 juta wanita berusia di bawah 15 tahun sudah
menikah dan putus sekolah. Pada tahun 2030 jumlah tersebut diperkirakan
naik lagi menjadi 3 juta. Tingginya angka kelahiran membuat negara sulit
untuk meningkatkan kualitas penduduknya.s:

Ada banyak faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur.

Seperti  kemiskinan, rendahnya pendidikan, lingkungan, dan sosial.

81.

€0 Ibid., hIm. 186.
81 Asrizal DKK, Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-Undangan Indonesia, him. 80-



41

Berikut faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah
sebagai berikut:
a. Faktor Pendidikan dan Minimnya Edukasi Mengenai Kesehatan

Reproduksi.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi
seseorang dalam menentukan pernikahan. Orang dengan tingkat
pendidikan yang tinggi akan lebih mudah menentukan dan menerima
pilihan yang lebih baik. Tingkat pendidikan tersebut juga menggambarkan
kedewasaan sehingga memungkinkan seseorang untuk berpikir secara luas
dan komprehensif. Pendidikan dari orang tua adalah sebuah aspek yang
krusial dalam mendidik anak untuk berkembang dan berfikir secara

mandiri.®2

Kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang layak untuk
anaknya. Seorang anak yang masih berusia dini secara naluri belum bisa
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, disinilah kehadiran
orang tua sebagai pendidik sangat dibutuhkan oleh anak. Beberapa kasus
penyebab pernikahan usia dini adalah hamil di luar nikah. Kurangnya
edukasi mengenai kesehatan reproduksi menjadi faktor tertinggi anak-
anak menikah usia dini. Rata-rata dari mereka mencoba melakukan
hubungan seksual dengan pasangannya karna minimnya pendidikan seks

yang masih dianggap tabu di kalangan masyarakat dan orang tua.

62 Indanah dkk, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini”, dalam Jurnal llmu
Keperawatan dan Kebidanan, Vol. 11, No. 2, (2020), him. 282.
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Akibatnya anak yang masih remaja terpaksa putus sekolah karena terlanjur

hamil.&

b. Faktor Lingkungan dan Teman

Konstruksi sosial budaya pada masyarakat Indonesia juga mendukung
perkawinan remaja. Pada masyarakat pedesaan, umumnya indikator
kesiapan menikah dilihat dari tanda-tanda pubertas. Rata-rata orang tua
yang menikahkan anaknya di usia muda karena mereka tertekan dengan

tradisi ‘anak yang sudah pubertas harus segera menikah’.®

Dalam konteks seperti ini Undang-Undang Perkawinan kerap
diabaikan oleh masyarakat, apalagi dengan adanya dispensasi nikah yang
sering disalahgunakan untuk membenarkan perkawinan di bawah umur.
Hal ini mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku tidak banyak
berpengaruh pada praktik yang sebenarnya. Penyebab paling banyak dari
pernikahan anak adalah hamil di luar nikah, di kalangan masyarakat hal
tersebut merupakan aib. Stigma sosial kepada perempuan yang hamil di
luar nikah adalah beban yang harus ditanggung keluarganya. Oleh karena
itu, dispensasi nikah adalah jalan satu-satunya yang ditempuh untuk

menutupi rasa malu tersebut.®

63 Fera Erawati, Ashif Az Zafi, Korelasi Batas Usid................vceeevenen.n.. hlm. 109.

8 Diyah Anantalia Widyastari “Revisiting the New Indonesia’s Marriage Act 2019: Will
It Be Effective To Prevent Adolescent Marriage?”, Journal of INSIGHT, Vol. 1, No. 1, him. 2.

% Nur Lailah Ahmad, Witriani, Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di
Pengadilan Agama Indonesia, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2019), him. 83-84.



43

c. Faktor Ekonomi

Kemiskinan salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah
umur di Indonesia. orang tua kerap kali mengganggap bahwa pernikahan
adalah jalan satu-satunya untuk keluar dari jerat kemiskinan. Menikahi
anak merupakan strategi untuk bertahan hidup, karena menikahkan anak
mereka berarti mengurangi satu beban untuk diberi makan, pakaian, dan
pendidikan.®® Bagi beberapa keluarga, anak perempuan merupakan aset.
Nilai anak perempuan terletak pada tingginya mahar yang akan
didapatkannya dari pihak laki-laki.®

Sedangkan dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu:

a. Dampak kesehatan

Menikahkan perempuan yang masih remaja adalah penyalahgunaan
hak yang beresiko dan membahayakan keselamatan ibu dan anak.
Serangkaian dampak paling serius yang ditanggung perempuan yang
menikah dini adalah minimnya pengetahuan dan ketidaksiapan dalam
menghadapi  kehamilannya, karena ibu muda cenderung kurang
memperhatikan kesehatan diri dan anak yang dikandungnya. Kurangnya
edukasi tentang kesehatan reproduksi untuk perempuan muda yang
terlanjur menikah, menyebabkan perempuan hamil di usia muda rentan

mengalami:

%  Sonny Dewi Judiasih DKK, “Women, Law and Policy: Child Marriage Practices in

Indonesia”, dalam Jurnal Notariil, Vol. 3, No. 1, (Mei-2018), him. 49.

67 Ratna Dwi Wulandari, Agung Dwi Laksono, “Hubungan Status Ekonomi Terhadap
Pernikahan Dini Pada Perempuan di Pedesaan Indonesia”, dalam jurnal Kesehatan Reproduksi, Vol.
11, No. 2, (2020), him. 120.
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1) Keguguran

2) beresiko terkena kanker rahim karena belum sempurnanya

perkembangan dinding rahim

3) Infeksi (peradangan pada saat kehamilan)

4) Anemia

5) Melahirkan anak prematur

6) Anak yang dilahirkan beresiko BBLR (berat bayi lahir rendah) atau di

bawah 2.500-gram karena kekurangan gizi

7) Kelainan pada bayi yang dilahirkan (cacat pada bayi)

8) Angka Kematian lbu (AKI)

b. Dampak Pendidikan dan Sosial

Perkawinan di bawah umur tentu akan berdampak langsung dengan
aspek pendidikan dan sosial remaja. Yaitu:®

1) Putus Sekolah

Tak bisa dipungkiri, dampak langsung yang dirasakan dari
perkawinan di bawah umur akan menjalar langsung ke bidang
pendidikan. Remaja yang menikah di bawah umur akan kehilangan
haknya atas pendidikan. Contohnya, remaja yang menikah ketika baru

lulus SMP atau SMA tentu keinginan untuk kembali melanjutkan ke

8 |Lauma Kiwe, Mencegah Pernikahan Dini, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), him.
38.
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jenjang pendidikan yang lebih tinggi menjadi redup. Redupnya
kemauan untuk meraih cita-cita dipengaruhi oleh motivasi belajar
yang sudah lemah. Tanggung jawab pada keluarga barunya
menyebabkan remaja yang menikah di bawah umur lebih memilih

untuk merelakan studinya.

2) Remaja kehilangan kebebasan untuk berekspresi
Masa remaja adalah masa seseorang bebas melakukan apapun, hal
ini berbeda dengan remaja yang sudah menikah. Pernikahan muda
dapat merampas kebebasan remaja untuk berekspresi. Karena
tanggung jawab yang telah dimilikinya sebagai seorang suami dan
isteri, mereka akan kehilangan hak untuk bertindak dan berpikir sesuai
dengan usianya.

3) Pergaulan Terbatas

Perkawinan di bawah umur berpotensi untuk memberikan batasan
pergaulan bagi remaja. Dibandingkan dengan seseorang yang masih
single, orang yang telah menikah pasti memiliki batasan dalam
bergaul. Padahal masa muda adalah masa seorang remaja memiliki
antusiasme yang tinggi untuk bergaul dan berkenalan dengan banyak
orang. Pergaulan yang luas akan memberikan dampak positif bagi

kematangan pribadi dan perilaku seseorang.®

% Ibid., him. 39.
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4) Melahirkan budaya patriaki

Perempuan yang masih remaja ketika menikah dengan laki-laki
yang dewasa dapat membuat perempuan berada dalam posisi yang
tidak menguntungkan. Perempuan remaja yang memilih menikah
akan kehilangan hak atas pendidikan, hak untuk bersuara, hak untuk
mengutarakan pendapatnya, dan mereka hanya dianggap sebagai
pemuas aktivitas seksual. Laki-laki akan mudah memonopoli
kehidupannya. Kemudian, semakin tidak menguntungkannya posisi
perempuan akan menimbulkan kekerasan fisik dan verbal. Jadi jelas,
bahwa perkawinan di bawah umur akan melahirkan budaya patriaki

yang banyak menimbulkan kerugian bagi perempuan.™

Dampak Psikologis

Perkawinan di bawah umur mengakibatkan berbagai dampak
negatif, dan tentunya berdampak langsung kepada pelakunya. Keluarga
yang tidak harmonis dan berujung perceraian adalah salah satu dampak
negatif dari perkawinan di bawah umur. Banyak suami-isteri yang
berujung dengan perceraian didominasi oleh pasangan yang masih muda
dan usia pernikahannya terbilang sebentar. Perkawinan di bawah umur
tentu jika dilihat dari segi kematangan mental, emosi, fisik masih belum

siap untuk membangun rumah tangga. Ketidaksiapan ini yang

© Ibid
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mengakibatkan pasangan usia muda belum bisa menyelesaikan berbagai
persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. ™

Secara psikologis remaja berusia di bawah 20 tahun masih
memiliki kepribadian yang labil dan belum matang. Kondisi seperti
mengakibatkan pasangan muda tidak mampu mengontrol emosi dan
menyelesaikan masalah yang timbul dalam pernikahan dan berujung
perceraian. Padahal ketika sudah berumah tangga suami dan isteri dituntut
untuk bertanggung jawab menjalankan peran dan fungsinya.
Ketidaksiapan ini membuat pasangan muda rentan mengalamai depresi,
akibatnya mereka sering melampiaskan emosinya kepada pasangan dan
anaknya.™

d. Dampak Ekonomi

Perkawinan di bawah umur memiliki hubungan sebab akibat
dengan kemiskinan, remaja yang menikah di bawah umur mayoritas belum
memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Rata-rata dari mereka masih
bergantung dengan orang tua. 7 ldealnya, setelah menikah seseorang
diwajibkan untuk mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tuanya.
Seseorang Yyang telah berumah tangga memiliki kewajiban untuk
menafkahi keluarganya, tidak terkecuali yang masih berusia remaja. Jika

tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, hal ini akan menjadi

"1 Riyan Fadhil, Ngurah Yusa Darmadi, Tinjauan Yuridis..................... hlm. 10.

2 Khairunnas, Menyiapkan Generasi Emas, (Jakarta: BKKBN, 2013), him. 113.

3 Indra Wirdhana DKK, Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa
Bagi Pengelola, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK Remaja/Mahasiswa, Jakarta/BKKBN,
2014), him. 112.
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sumber utama ketidakharmonisan keluarga dan kerap kali membuat remaja
depresi.™

Secara ekonomi, perkawinan di bawah umur memberikan berbagai
dampak negatif pada remaja. Kestabilan keluarga bisa dicapai jika
perekonomian keluarganya stabil. Berikut berbagai contoh dampak dari
praktik perkawinan di bawah umur:™

1) Kemiskinan semakin meningkat

Kebanyakan pelaku perkawinan di bawah umur tidak mempunyai
penghasilan yang stabil. Bahkan beberapa justru belum mendapatkan
pekerjaan. Tanpa pekerjaan dan penghasilan, tidak mungkin bisa
memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Apabila kondisi tersebut
tidak segera diatasi, pastinya akan berdampak pada tingginya tingkat

kemiskinan.

a) Suami tidak mempunyai pekerjaan

Faktor yang menyebabkan kepala rumah tangga belum
mendapatkan pekerjaan adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan
karena usianya yang masih terbilang muda. Selain itu, pada diri
seorang remaja belum memiliki rasa tanggung jawab untuk
menafkahi keluarganya sehingga sebagian remaja memilih untuk

tidak bekerja.

"4 Lauma Kiwe, Mencegah Pernikahan Dini, him. 24.
S 1bid., hlm 36
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b) Posisi pekerjaan yang stagnan

Seseorang yang berpendidikan rendah dan berusia muda akan
menjadi pertimbangan perusahaannya untuk memberikan posisi
yang bagus. Hal ini yang menyebabkan remaja yang bekerja
hanya mendapatkan posisi yang rendah, sulit berkembang dan

tentu mempengaruhi penghasilan yang didapatkannya.”

2) Angka pengangguran meningkat

Sama dengan pembahasan di atas, perkawinan di bawah umur
juga menjadi salah satu penyumbang tingginya angka pengangguran.
Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran
yaitu status perkawinan, rendahnya tingkat pendidikan dan usia yang

masih remaja.”

Dalam rumah tangga, ada beberapa kebutuhan yang hendaknya

dipenuhi, yaitu:™

a) Kebutuhan Primer

kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang paling utama
dalam sebuah keluarga dan sifatnya wajib dipenuhi. Kebutuhan
primer ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal,

kesehatan, dan pendidikan bagi anak.

6 Ibid., him. 37.
" Ibid
8 Ibid., him 113
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Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan sekunder adalah adalah kebutuhan yang
dipenuhi setelah semua kebutuhan primer terpenuhi. Seperti alat

komunikasi, kendaraan, alat rumah tangga dan lain-lain.
Kebutuhan Tersier

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia setelah
kebutuhan primer dan sekunder tercukupi. Kebutuhan tersier erat
kaitannya dengan kemewahan, tidak sederhana dan sifatnya

berlebihan. Seperti jet pribadi, apartemen dan lain-lain.



BAB I11
UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) DI DPPKB MUSI

RAWAS

Pada bagian bab 11, peneliti akan menjabarkan gambaran-gambaran umum
mengenai DPPKB Kabupaten Musi Rawas, ketentuan program PUP, manfaat dan
tujuan program PUP, serta implementasi program PUP di DPPPKB Kabupaten
Musi Rawas. Sehingga pada bagian berikutnya dapat peneliti analisis dengan teori-
teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah

dirumuskan pada bagian bab 1.

A. Gambaran Umum DPPKB Musi Rawas

1. Latar Belakang

Latar belakang terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana (BKKBN) di awali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10
tahun 1992 yang kemudian diamendemen menjadi Undang-Undang Nomor 52
Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Dalam Undang-
undang ini tertulis bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota harus
membentuk Badan Kependudukan di daerah atau disebut (BKKBD). undang-
undang ini merupakan payung hukum terbentuknya Badan Kependudukan dan

Perencanaan Daerah. Pemerintah Pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk

51
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meningkatkan akses dan informasi, konseling, pendidikan serta pelayanan bagi

masyarakat yang membutuhkan.

DPPKB Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Indonesia merupakan
Instasi Pemerintah Pusat (BKKBN) yang pada tahun 2004 diserahkan ke
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas sesuai nomenklatur BKKBN
Kabupaten Musi Rawas dan pada tahun 2008 diubah menjadi Badan Keluarga
Berencana Kabupaten Musi Rawas, dan diubah lagi tahun 2017 menjadi
DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) berdasarkan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2016.

Pada tingkat daerah, DPPKB Musi Rawas sendiri mendapatkan perhatian
penuh dari Pemerintah Daerah. Nomenklatur DPPKB Musi Rawas dibuat tanpa
digabung dengan instansi lainnya, artinya DPPKB Musi Rawas telah
memperoleh keistimewaan khusus dalam menjalankan fungsi dan tugas
pokoknya dari pemerintah daerah setempat. Hal ini tertuang dalam Peraturan
Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, dan diperkuat juga dengan
dikeluarkannya Peraturan Bupati Musi Rawas No 45 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN Kabupaten Musi Rawas sebagai

pelaksana urusan PERDA di Bidang Kependudukan.

Oleh karena itu, untuk memperkuat pelaksanaan program Kependudukan

dan Keluarga Berencana (KB), maka dibutuhkan penguatan program serta
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kegiatan yang diawali dengan penajaman tujuan dan sasaran Rencana Strategis
(RENSTRA) Badan Kependudukan Keluarga Nasional tahun 2016-2020 yang
dibuat untuk mendukung NAWACITA atau yang disebut Sembilan Agenda
Prioritas Pembangunan. Badan Kependudukan Keluarga Nasional (BKKBN)
berperan aktif untuk mewujudkan NAWACITA nomor 5 yaitu, “Meningkatkan
Kualitas Hidup Manusia Indonesia” dan bertanggungjawab untuk membangun
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berhubungan dengan prioritas kesehatan
dan revolusi mental. Hal ini diwujudkan dengan memanfaatkan peluang laju

demografi untuk menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan manusia.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur
mengenai Pemerintahan Daerah, menegaskan “bahwa urusan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana masuk dalam klasifikasi urusan pemerintah
wajib dan pelayanan dasar.” Hal ini adalah bagian dari wewenang pemerintahan
konkuren Kewenangan Daerah, urusan pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten atau Kota.
Pembagian wewenang ini tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12. Pengendalian
kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) menjadi bagian dari 18 urusan
wajib diluar wewenang Pemerintahan wajib pelayanan dasar. Khusus
wewenang KB, Pemerintahan Pusat memiliki kewenangan dan bertanggung
jawab atas 5 aspek, Pemerintah Provinsi dua aspek, dan Pemerintah Kabupaten

atau Kota sebanyak 4 aspek. Pemerintah Provinsi hanya berwenang dalam:
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a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi,
komunikasi informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai

kelestarian budaya lokal

b. Pemberdayaan dan peningkatan peran dan keikutsertaan organisasi
kemasyarakatan pada tingkat daerah Provinsi dalam pengelolaan, pelayanan,

dan pembinaan keikutsertaan ber-kb.

Pada aspek lainnya, Pemerintah Pusat harus bertanggung jawab atas
pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS
(Pasangan Usia Subur) pada tingkat nasional. Sementara Pemerintah kabupaten
dan kota bertanggung jawab dalam pengendalian dan pendistribusian kebutuhan
alat dan obat kontrasepsi, serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB)

pada masing-masing Kabupaten dan Kota. "

2. Struktur Organisasi DPPKB Musi Rawas

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS

Kepala Dinas : Drs. Supardiyono

Sekretaris : A. Asron Arfinsie, SH

9 https://bkb.musirawas.go.id/visi-misi.html, diakses pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 19.14.
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Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi  :Teti Mimortinnilawati, SE

Kasubbag Keuangan dan Aset : Sastati, S. Sos

Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Pengurus Bidang

a. Kabid Penyuluhan dan Pergerakkan

1) Kasi Penyuluhan & Penggerakkan : Drs. Ahmad Sutomi

2) Kasi Penyuluhan dan KIE : Husnaini

3) Kasi Advokasi dan Penggerakkan : Ma’rifat, SKM. M.Si

4) Kasi Pendayagunaan PKB/PLKB dan : Ir. Muflihati

Institusi Masyarakat Pedesaan

b. Kabid Keluarga Berencana : Drs. Irwansyah

1) Kasi Pengendalian dan : Drs. Mawarman Agus

Pendistribusian Alokon

2) Kasi Jaminan Pelayanan KB  : Hj. Osrini, SE

3) Kasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan : Drs. Sultoni

KB

c. Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan : H. Bakri. S. Sos

Keluarga

1) Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera : Imas Mariam
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2) Kasi Bina Ketahanan Keluarga Balita, : Marlismini
Anak, dan Lansia
3) Kasi Bina Ketahanan Remaja : Drs. Suratmin

d. Kabid Pengendalian Penduduk : Hj. Fitriana, SH
1) Kasi Pemaduan dan dan Birokrasi : Haslindawati, SE

Kebijakan Pengendalian Penduduk

2) Kasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian : Sri Hartati, SE
Penduduk
3) Kasi Data dan Informasi : Mawarni, S. Sos

3. Visi dan Misi DPPKB Musi Rawas

Kegunaan visi dan misi dalam suatu instansi adalah untuk merencanakan
keadaan di masa yang akan datang, yang dibuat secara tertulis dan kemudian
disosialisasikan kepada seluruh kelompok dan elemen yang berkepentingan.
Kepala daerah harus berperan aktif untuk menggerakkan Lembaga atau Instansi
BKKBN demi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dengan
berpedoman VISI dan MISI yang telah dirancang. Berikut Visi dan Misi

DPPKB Kabupaten Musi Rawas:
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a. Visi DPPKB Musi Rawas

Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
Musi Rawas dalam lima tahun ke depan (2016-2021) yaitu, “Pengendalian
Penduduk Melalui Keluarga Berencana Menuju Keluarga Sejahtera Dalam
MURA Sempurna 2021)”. Makna dari visi tersebut adalah untuk mendukung
kualitas hidup manusia Indonesia yang tertuang dalam sembilan agenda
prioritas NAWA CITA nomor lima. Adanya visi tersebut untuk mendorong
DPPKB Musi Rawas membangkitkan seluruh potensi yang ada di kabupaten
atau daerah tersebut. DPPKB Musi Rawas juga harus berperan aktif untuk
bekerjasama baik dengan mitra pemerintah, organisasi profesi, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh formal maupun informal, politisi, dan

seluruh masyarakat bersatu padu untuk mewujudkan visi tersebut.°
b. Misi DPPKB Musi Rawas
1) Pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana (KB), yaitu:

a) Menurunkan Total Fertility Rate (TFR), yaitu: jumlah anak yang
akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000

wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.

80 https://bkb.musirawaskab.go.id/visi-misi.html , diakses pada tanggal 9 Maret 2021 pukul
18.48.
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b) Menurunkan laju pertumbuhan penduduk: diharapkan dapat
menurun dari 1.22% pada tahun 2015 (susenas 2015) menjadi

1.10 % pada tahun 2021.

2) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan KB melalui:

3)

a) Meningkatkan prevalensi peserta KB aktif.

b) Meningkatkan prevalensi kesertaan KB pria.

c) Menurunkan rasio antara kebutuhan KB yang tidak terpenuhi

d) Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB aktif.

e) Meningkatkan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang

isterinya di bawah 20 tahun.

f) Meningkatkan penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang).

g) Menurunkan presentase kehamilan yang tidak diinginkan.

Meningkatkan pembangunan keluarga, dengan cara:

a) Peningkatan pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga

dan remaja di masyarakat.

b) Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat

Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR).



59

c) Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam

pembinaan dan ketahanan dan keluarga sejahtera.

d) Peningkatan tahapan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera

atau menurunkan tingkat kemiskinan keluarga.

4. Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN

Tugas Pokok DPPKB Musi Rawas meliputi:8!

1) Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga kabupaten dalam

bidang KB (Keluarga Berencana) dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
2) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat

Dalam melakukan tugasnya, BKKBN Musi Rawas juga mempunyai
fungsi melaksanakan dan mengendalikan urusan kepegawaian, keuangan,
umum, perkantoran, kehumasan serta ketatausahaan program KB dan

Pembangunan Keluarga sejahtera, melalui:

1) Melaksanakan dan mengendalikan, mengelola pelayanan KB dan

pengendalian sarana kontrasepsi.

2) Melaksanakan dan mengendalikan pemberdayaan keluarga dan

meningkatkan ketahanan keluarga.

81 http://bkb.musirawaskab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi.ntml diakses pada tanggal 9 Maret 2021,
pukul 18.38.
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3) Melaksanakan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam

mengelola KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

4) Menyelenggarakan pelayanan bagi publik atau masyarakat dibidang

keluarga.

5) Berencana dalam membangun Keluarga sejahtera.

B. Ketentuan Program PUP

1.

Siap dari segi mental dan psikologis

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki sifat yang beragam. Sifat
seseorang bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi sekitarnya yang
dihadapinya. Seseorang yang akan menikah, hendaknya berhati-hati dalam
memilih pasangannya. Menikah berarti menerima sifat baik buruk
pasangannya, hal ini yang harus dipahami oleh remaja. Remaja yang masih
berusia belasan tahun cenderung memiliki sifat yang labil. Jika sifat seperti ini
dibawa sampai ke jenjang perkawinan, tentu akan mengakibatkan berbagai
dampak negatif dalam kehidupan rumah tangganya. Remaja yang masih labil
dalam mengambil keputusan cenderung mengedepankan egonya, sedangkan
pernikahan yang sakinnah, mawaddah warrahmah hanya bisa dicapai oleh

seseorang yang telah siap baik dari segi mental dan psikologinya.

Seseorang yang telah dewasa tentu menyadari bahwa kehidupan sebelum
menikah dan setelah menikah jelas berbeda. Pasangan yang mental dan

psikologinya telah matang akan dengan mudah menyesuaikan perbedaan sifat
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dan pola pikir pasangannya. Dia akan berusaha untuk menyeimbangi gaya
hidup pasangannya, karena menikah bukan hanya tentang dirinya sendiri.
Segala hal yang biasa ia lakukan sendiri ketika sudah menikah semuanya
hampir dilakukan bersama-sama. Seseorang Yyang matang fisik dan
psikologinya tentu menyadari bahwa biaya hidup, membesarkan dan mendidik
anak, dan lain-lain adalah tanggung jawab bersama. Remaja yang mentalnya
belum siap dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut bisa menjadi batu
sandungan dan seringkali berakhir perceraian karena ia belum mampu

menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru.

Menurut sudut pandang psikologis, seseorang dinyatakan dewasa jika
mereka telah melewati masa puber atau remaja. Adapun masa pubertas adalah
usia akhir setelah masa kanak-kanak, ditandai dengan pertumbuhan dan
perubahan bentuk fisik. Pertumbuhan ini terjadi di dalam dan di luar tubuh
remaja, sehingga terjadi perubahan perilaku, sikap, kesehatan, serta
kepribadian. Hal inilah yang membawa para ahli pendidikan dan psikologi
cenderung untuk menanamkan tahap-tahap peralihan tersebut dalam kelompok
sendiri, yaitu tahap remaja yang melewati masa kanak-kanak dan

mempersiapkan diri untuk menuju usia dewasa.®

8 Ahmad Rajafi, Progresivitas Hukum Keluarga di Indonesia: Analisis Putusan-Putusan
Mahkamah Konstitusi Terhadap Uji Materi Beberapa Pasal dalam UU Perkawinan, (Manado:
Istana Publishing, 2018), him. 73.
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2. Siap dari Segi Fisiologis dan Biologis
Dilihat dari segi fisiologis dan biologis, salah satu faktor yang menentukan
apakah seseorang telah siap untuk membangun rumah tangga dapat dilihat dari
segi kematangan usia. Menurut ilmu kesehatan, usia ideal menikah bagi
perempuan adalah 20 tahun dan untuk laki-laki adalah 25 tahun. Pada usia
tersebut, seseorang yang akan menikah telah siap secara jasmani maupun
rohani, dia mampu untuk memikul amanah dan tanggungjawab sebagai

pasangan suami istri.

Mimpi basah dan menstruasi merupakan tanda seorang anak memasuki
usia akil balig. Fase akil balig bukan berarti seorang anak sudah siap memasuki
jenjang pernikahan. Perubahan biologis pada saat mimpi basah dan menstruasi
merupakan proses organ reproduksi mulai berfungsi, tetapi organ tersebut

belum siap untuk berproduksi (hamil serta melahirkan).

a. Siap Secara Fisiologis

Menurut ilmu kesehatan dalam hal kedewasaan, umur yang ideal
untuk menikah adalah wanita berusia antara 20 tahun hingga 25 tahun dan
pria berusia 25 tahun hingga 30 tahun. Masa ini merupakan waktu terbaik
untuk membangun rumah tangga, karena pada usia tersebut baik pria
maupun wanita Sudah Cukup dewasa. Dewasa saat bertindak dan matang
dalam berpikir. Bagi pasangan yang masih belum dewasa secara biologis,
Kita tidak bisa mengharapkan pernikahan mereka yang bahagia dan sukses.

Pernikahan membutuhkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab. Oleh
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karena itu, bagi anak-anak yang baru memasuki fase remaja sebaiknya
menunggu daratan dengan sabar hingga cukup umur untuk menikah.
Menikahlah ketika telah memasuki usia minimal laki-laki 25 tahun dan
perempuan 20 tahun. Banyak fakta di lapangan yang membuktikan bahwa
pernikahan di usia muda sering kali berujung pada penyesalan dan

perceraian, serta hubungan keluarga yang tidak sehat.

Siap Secara Biologis

Siap secara fisiologis meliputi mampu dari segi fisik terutama
kesehatan jasmani dan rohani. Seseorang yang ingin berumah tangga
seharusnya memperhatikan dan menjaga kesehatannya. la harus sehat
secara jasmani dan rohaninya. Sehat artinya tidak menderita penyakit
berbahaya, terutama penyakit infeksi seperti AIDS/HIV, sipilis dan
penyakit menular lainnya. Sehat secara jiwa atau rohani berarti dapat
berperilaku dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa. Seseorang yang
kurang sehat, sulit menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami
atau istri. Situasi seperti ini tentu akan berdampak untuk kelanjutan
pernikahannya. Tidak hanya kesehatan fisik semata yang harus
diperhatikan tetapi juga yang terkait dengan pertumbuhan dan kematangan
organ reproduksi pria dan wanita. Orang yang pertumbuhan organnya
belum maksimal juga termasuk dalam kategori tubuh yang tidak sehat.
Artinya remaja yang masih dalam masa pertumbuhan juga termasuk dalam

kategori belum siap secara fisik untuk menikah.
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3. Siap Secara Finansial

Sebelum menikah, tak sedikit orang memimpikan kisah cinta yang
berakhir dengan bahagia dan kekal. Namun, hanya sedikit orang yang mengira
bahwa pernikahan bisa saja berakhir karena masalah ekonomi. American
psychological Association melakukan survei dan membuktikan bahwa semakin
banyak pasangan yang bercerai karena masalah perekonomian. Survei tersebut
juga menunjukkan bahwa uang merupakan salah satu sumber terbesar yang
menyebabkan seseorang stress dalam kehidupan berkeluarga. Situasi keuangan
yang sehat merupakan Pondasi yang kokoh untuk membangun kehidupan
keluarga. Jika seorang remaja belum memiliki Sumber penghasilan yang jelas

sebaiknya tidak terburu-buru untuk menikah.

C. Upaya Implementasi Program PUP dalam Pencegahan Perkawinan di

Bawah Umur di DPPKB Kabupaten Musi Rawas

1. Pembentukan Generasi Berencana (GenRe)

Upaya yang dilakukan DPPKB Musi Rawas dalam pencegahan usia
perkawinan adalah melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang
dikemas dalam program GenRe. Tujuan dari program ini adalah membentuk
generasi yang memiliki kesiapan dan perencanaan dalam membentuk keluarga
yang harmonis dan sejahtera. GenRe juga diharapkan dapat memfasilitasi
remaja untuk belajar dan menerapkan hidup sehat dan berkepribadian yang
baik (healthy and ethical life behaviors) untuk mencapai ketahanan remaja. Hal

ini juga untuk mengimplementasikan Undang-Undang terkait Perkembangan
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Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu Undang-Undang Nomor 52

Tahun 2009 pasal 48 ayat (1).2®

GenRe merupakan program yang dibentuk untuk menyiapkan dan
merencanakan kehidupan keluarga yang ditujukan untuk remaja. Fokus dari
program ini ialah mempromosikan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan
diharapkan mampu meningkatkan median usia perkawinan pertama. Jika

diilustrasikan, kedudukan program GenRe adalah sebagai berikut:®*

KONDISI SAAT INI I & INTERVENSI KONDISI YANG DIINGINKAN |
- e ] N W |
— F‘ —— — |
I I MEDIAN USIA
MEDIAN USIA KAWIN FENDEWASAAN 7
- i KAWIN PERTAMA
PERTAMA WANITA | USIA PERKAWINAN | WANITA
» MELALUI PROGRAM » ‘
(19,8 tahun) GenRe 21 tahun)

Sedangkan arah program GenRe dikembangkan menjadi 2 arah, yaitu:

a. Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PI1K R/M)

PIK R/M merupakan wadah yang dikelola oleh dan untuk remaja yang
bertujuan untuk memberikan informasi maupun konseling terkait kesehatan

reproduksi dan usia perkawinan yang dibentuk di instansi sekolah dan

8 Indra Wirdhana DKK, Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa bagi
Pengelola, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK Remaja/Mahasiswa, (Jakarta: BKKBN,
2014), him. 91

8 Ibid., him. 92.
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Perguruan Tinggi di berbagai wilayah Indonesia.®®Upaya DPPKB Musi
Rawas untuk meningkatkan pergerakan, pemberdayaan dan memperluas
jangkauan program GenRe, maka dibentuk juga PIK R ke desa-desa melalui
Karang Taruna. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan ibu Elisyah, beliau

mengatakan:

“Ado kegiatan yang namonyo program GenRe (Generasi Berencana),
nah di program GenRe ini sasarannyo itu langsung ke remaja. Jadi
remaja-remaja di bentuk kelompok, namonyo kelompok PIK (Pusat
Informasi Konseling) R, nah PIK R ini dibentuk di sekolah-sekolah mulai
dari SMP, SMA sampe Perguruan Tinggi. Nah kalo di sekolah kan
sasarannyo cuma anak sekolah sementara misalnyo ado yang
domisilinyo kan beda-beda nah untuk memperluas jangkauan juga
membentuk PIK R ini di desa-desa melalui karang taruna. Jadi yang
sudah berjalan baru di sekolah-sekolah karna memang jobdesknyo
seperti itu yang diutamakan, nah di desa sudah mulai kita rintis dari
karang taruna terutama desa yang sudah ado kampung KB. '

Pembentukan kelompok PIK Remaja di pedesaan, diharapkan bisa
menyebarluaskan edukasi mengenai program PUP secara merata. Serta,
meningkatkan kesadaran bagi remaja di pedesaan mengenai pentingnya
menikah di usia ideal. Karena selama ini, penyumbang terbesar perkawinan

di bawah umur yaitu remaja yang tinggal di pedesaan.

b. Membentuk BKR (Bina Keluarga Remaja)

Kelompok BKR merupakan wadah bagi keluarga yang mempunyai

anak remaja (usia 10-24 tahun) untuk memberikan edukasi, sikap, dan

8 Ibid., him. 93.
8 \Wawancara dengan ibu Elisyah Marsiah, Plt Kasi Data dan Informasi DPPKB Kabupaten

Musi Rawas, tanggal 8 Maret 2021.
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perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan untuk remaja. Kegiatan
BKR dilakukan untuk membentuk kesadaran orang tua mengenai
pentingnya pendewasaan usia menikah bagi putra-putrinya serta
mengedukasi orang tua terkait cara mendidik anak yang baik. Selain itu,
materi pembinaan bagi remaja meliputi pengetahuan mengenai usia ideal
menikah, kesehatan reproduksi, dan edukasi agar remaja terhindar dari
penyalahgunaan narkoba.8’Hal tersebut senada dengan yang dikatakan ibu

Fitriana, bahwa:

“Selain kegiatan PIK R kito jugo ngasih pemahaman ke wong tuonyo yang
punyo anak remaja melalui ini kito bikin kelompok-kelompok kegiatan,
namonyo kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja), materi muatan yang kito
kasih ke BKR maupun PIK R itu samo terkait kesehatan reproduksi,
pendewasaan usia perkawinan dilihat dari sisi kesehatan reproduksinya
yaitu menikah di atas usia 20 bagi betino dan 25 bagi lanang. Dan kemudia
pendekatan kesehatan remaja itu melalui pencegahan penyalahgunaan
narkoba samo seks pranikah. "

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh penuturan dari Kasi Bina
Ketahanan Keluarga (BKR) DPPKB Kabupaten Musi Rawas yaitu ibu

Marlismini, beliau mengatakan:

“Nah isi materinyo dalam BKR ini ado usia ideal menikah, untuk laki-1aki
25 tahun dan perempuan 25 tahun. Nah ngapo 20 tahun untuk perempuan,
yo karna untuk usia 20 tahun ini rahim lah siap buat menerima kehamilan
dan melahirke, terus mentalnyo lah siap jadi seorang ibu. Kemudian laki-
lakinyo sudah mapan, cara berpikirnyo sudah matang, yo minimal lah
tamat sl lah biso nyari pekerjaan. Kalo penyuluhan kelompok BKR dan
PIK Remaja ini artinyo wadah, kita undang ibuk-ibuk yang punyo anak

87 Indra Wirdhana DKK, Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa bagi
Pengelola, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK Remaja/Mahasiswa, him. 93.
8 \Wawancara dengan ibu Fitriana, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB

Kabupaten Musi Rawas, tanggal 5 Maret 2021.
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remaja kito undang, kito beri pengertian dan arahan. Nah kalo PIK
Remaja ini biso ke sekolah biso keluar sekolah.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan, ada tiga kegiatan

utama program GenRe, yaitu:

1) Mencegah penyalahgunaan NAPZA
2) Mencegah perilaku seks pranikah
3) Meningkatkan usia pernikahan

Kelompok BKR yang dibentuk DPPKB Musi Rawas di setiap wilayah
Kampung KB merupakan langkah preventif dalam upaya pencegahan
pernikahan dini. Mengingat salah satu faktor tingginya kasus pernikahan
dini disebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman orang tua, senada
dengan keterangan ibu Elisyah, penguatan program PUP itu sendiri yang
paling utama dari orang tua, karena orang tua merupakan kerabat terdekat
dari remaja. Segala keputusan yang diambil anak yang masih berusia remaja
biasanya sangat bergantung dengan orang tuanya. Seorang remaja tetap
membutuhkan orang tua untuk membimbingnya dalam mengambil setiap

keputusan, termasuk dalam pengambilan keputusan untuk menikah.*

8  Wawancara dengan ibu Marlismini Kasi Bina Ketahanan Balita, Anak, dan Lansia
DPPKB Kabupaten Musi Rawas, tanggal 8 Maret 2021.

9 Lestari Nurhajati, Damayanti Wardyaningrum, “Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan
Keputusan Perkawinan di Usia Remaja”, dalam Jurnal Al-Azhar Indonesia, Vol. 1, No. 4,
(September 2012), Him. 247.
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Penyelenggaraan Konseling Pranikah

Konseling pranikah adalah salah satu program yang dibuat untuk
mensosialisasikan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). program
konseling pranikah bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian
bagi remaja agar tidak terburu-buru untuk menikah. Remaja diberi pemahaman
bahwa pernikahan dini akan membawa banyak dampak negatif. Antara lain
resiko mengalami berbagai gangguan kesehatan, menghambat dalam mencapai
cita-cita, serta rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang

berakhir perceraian. Melalui konseling ini remaja diharapkan:®:

a. Memahami waktu dan usia yang tepat untuk menikah

b. Mempunyai pandangan dan pemahaman yang baik tentang pernikahan
c. Menentukan standar pasangan yang diharapkan

d. Mampu mendiskripsikan pernikahan yang hendak dicapai

e. Mampu memahami peran dan tanggung jawab sebagai suami isteri

f. Memahami kelebihan dan kekurangan antara hidup sendiri dan ketika

menikah

g. Belajar untuk memahami faktor apa saja yang mempengaruhi dalam

mempersiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga, serta

©

! Khairunnas, Panduan Konseling Pranikah, him. 103.
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h. Melakukan upaya untuk mengantisipasi keputusan tidak puas dalam

memilih pernikahan.

Melalui konseling pranikah diharapkan mampu memberikan dampak yang
positif bagi peningkatan usia perkawinan. Berikut beberapa manfaat dari

program konseling pranikah:®?

a. Menekan angka perkawinan di bawah umur

b. Mencegah terjadinya seks bebas dan hamil di luar nikah

c. Menekan laju pertumbuhan penduduk

d. Meminimalisir angka perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT), perselingkuhan, dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Melalui konseling pranikah remaja juga diharapkan mempunyai sikap:*3

a. Tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menikah muda

b. Mempunyai pandangan yang baik akan masa depan

c. Mempunyai semangat tinggi untuk mewujudkan impian dan berkarir

d. Sadar bahwa pernikahan harus dilakukan pada waktu yang tepat sehingga

remaja sudah siap secara mental, finansial dan spiritual.

Konseling pranikah dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi materi PUP.
Pelaksanaanya dipandu oleh seorang konselor yang diambil dari konselor

sebaya (PIK Remaja), untuk penyampaian materi mengenai kesehatan

%2 bid
% Ibid., him. 104.



3.

71

reproduksi dipandu langsung oleh bidan dari Puskesmas setempat, materi
mengenai PUP disampaikan oleh dinas DPPKB dan materi mengenai
keagamaan disampaikan oleh KUA. Pernyataan ini dikuatkan oleh staf Bina

Ketahanan Remaja DPPKB Musi Rawas bapak Suratmin, beliau mengatakan:

“Konseling Pranikah ini kami terapkan pencegahan stunting, baru 10
desa yang kami terapkan. Kalo konseling pranikah ini ada anggaran khusus
dari pusat. Nah konseling pranikah ini bekerjasama juga dengan KUA,
pelaksanaan konseling pranikah ini ada konselornya. Kami siapkan dari
konselor sebaya (PIK Remaja), terus kami ajak juga dari puskesmas kami
libatkan bidan untuk ngasih materi terkait kesehatan reproduksi, trus dari
sisi agama kami libatkan juga Depag (departemen Agama) kami ajak KUA
untuk ngasih materi di Konseling Pranikah.”

Penyelenggaraan kerjasama dengan Instansi-Instansi Pemerintah
DPPKB Kabupaten Musi Rawas dalam mensosialisasikan program PUP
bekerjasama membangun jaringan dan kemitraan dengan beberapa instansi
pemerintah. Sosialisasi program PUP dilakukan dengan mendatangi sekolah-
sekolah yang ada di Kabupaten Musi Rawas, upaya tersebut dilaksanakan
dengan membangun kerjasama dengan pihak sekolah ataupun kampus untuk
membentuk PIK Remaja/Mahasiswa. Selain itu DPPKB Musi Rawas juga
bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (DINKES) dan BNN (Badan Narkotika
Nasional) untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan KESPRO

(Kesehatan Reproduksi) dan materi terkait NAPZA. Hal ini sesuai dengan

% Wawancara dengan bapak Suratmin, Kasi Bina Ketahanan Remaja DPPKB Kabupaten

Musi Rawas, tanggal 5 Maret 2021.
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penuturan Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yaitu bapak Bakri,

beliau menuturkan:®®

“Nah kalo materi PUP ini disosialisasike ke sekolah-sekolah di Musi
Rawas. Nah yang ngasih materi ini biso dari pihak BKKBN biso dari
DINKES (Dinas Kesehatan). nah ado kalo ngajak DINKES ini tentang
KESPRO (kesehatan Reproduksi).”

Pernyataan di atas juga didukung oleh informan kedua Kabid

Pengendalian Penduduk yaitu ibu Fitriana, beliau mengatakan:

“Iyo bener, kito jugo kerjasama dengan dinas pendidikan (DINKES). Kita
masuk ke sekolah, nah kito membentuk PIK R inikan di sekolah nah sudah
kerjasama dengan sekolah-sekolah tapi belum menyeluruh di Musi Rawas
tapi sudah bertahap nah inikan kerjasama dengan dinas pendidikan.
Kemudian itu tadi dinas pendidikan banyak perannyo, ado program
besarnyo SSK yang meliputi program spesifiknya GenRe itu tadi. Oh, iyo
kito kerjasama jugo dengan BNN terkait pencegahan penyalahgunaan

narkoba .

Terbentuknya PIK R/M di sekolah dan Perguruan Tinggi diharapkan

mampu menyebarluaskan pemahaman mengenai usia ideal menikah. Secara

rinci, materi-materi yang disosialisasikan meliputi:®’

a.

8 (delapan) fungsi keluarga

b. Pendewasaan Usia Perkawinan

C.

Keterampilan hidup (life skill)

95

Wawancara dengan bapak H. Bakri, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga DPPKB Kabupaten Musi Rawas), tanggal 5 Maret 2021.

96

Wawancara dengan ibu Fitriana, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB

Kabupaten Musi Rawas, tanggal 5 Maret 2021.
% Indra Wirdhana DKK, Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa bagi
Pengelola, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK Remaja/Mahasiswa, him. 215.
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d. Pencegahan penyalahgunaan NAPZA
e. Edukasi mengenai HIV dan AIDS

f. Nilai gender dalam keluarga

g. Kesehatan reproduksi.

D. Kendala Implementasi Program PUP dalam Pencegahan Perkawinan di
Bawah Umur di DPPKB Musi Rawas
1. Masih Kuatnya Budaya dan Lingkungan Sosial

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas
mayoritas disebabkan oleh lingkungan dan budaya yang mengakar. Menurut
informan yang pertama ibu Marlismini, perkawinan di bawah umur merupakan
hal yang lumrah dan biasa terjadi apalagi di lingkungan pedesaan. Pernyataan
tersebut didukung dengan pernyataan informan yang kedua yaitu ibu Elisyah,

beliau mengatakan:

“Kan kito tahu ye budaya kito di dusun nih lain anak yang lah dak
sekolah lagi, dak katek gawean yo sudah nikahke bae. "%

Selain itu, dukungan teman sebaya juga menjadi indikator kuat tingginya
kasus perkawinan di bawah umur di Kabupaten Musi Rawas. Remaja yang
memiliki teman sebaya yang melakukan nikah di bawah umur lebih berpeluang

untuk mengikuti temannya supaya tidak diolok-olok.*® Diperkuat juga dengan

% Wawancara dengan ibu Elisyah Marsiah, Plt. Kasi Data dan Informasi DPPKB Kabupaten
Musi Rawas, tanggal 8 Maret 2021.
9 Wella Anggraini DKK, “Factors Affecting Early Marriage Among Female Adolescents:
A Path Analysis Evidence From Blora, Central Java”, Journal of Health Promotion and Behavior,
Vol. 04, No. 4, (2019), him. 293.
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argumen salah satu staf DPPKB Musi Rawas, bapak Bakri mengungkapkan
bahwa:
“Ngapo tinggi, karna masih ketergantungan samo adat istiadat, kalo
kawannyo sudah nikah dio malu oleh dak nikah cak itu. Dianggap
sudah gadis tuo lebih kurang macem itu. Karna dio dak sekolah kan?
Nah faktor pendidikan sangat menentukan. Pertamo dio dak sekolah,
kemudian dio bergaul samo kawannyo yang lah sudah nikah nah mulai
uring-uringan. Nah lebih kurang lingkungan nih luas cakupannyo,
salah satunyo karna faktor ekonomi, karna wongtuonyo susah nah lebih
baek nikah bae. Sapo tau kalo nikah rezekinyo ado macem itu.” 2
Pernyataan tersebut peneliti simpulkan, bahwa salah satu faktor
tingginya perkawinan di bawah umur disebabkan oleh adat istiadat setempat,
terutama pengaruh dari teman. Jika teman sebayanya rata-rata sudah menikah
maka remaja yang belum menikah dianggap gadis tua atau tidak laku,
mayoritas dari mereka juga tidak lagi melanjutkan pendidikannya. Apalagi jika
berasal dari keluarga tidak mampu, menikah menjadi jalan untuk memperbaiki
perekonomian keluarga. Walaupun masyarakat mendukung program tersebut
tetapi jika tidak ada kesadaran dalam diri remaja dan dalam lingkungan
keluarga maka program ini tidak akan berjalan optimal.

Pernyataan di atas juga diperkuat juga dengan argumen ibu Elisyah,
beliau mengatakan bahwa faktor yang paling mendominasi penyebab remaja
menikah di bawah umur yaitu karena pengaruh lingkungan dan teman, tetapi

sedikit berbeda dengan pendapat bapak Bakri yang mengatakan bahwa

pendidikan dan ekonomi yang paling mendominasi perkawinan di bawah umur,

100 wawancara dengan bapak H. bakri, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga DPPKB Kabupaten Musi Rawas, tanggal 5 Maret 2021.
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menurut ibu Fitriana justru faktor pergaulan bebaslah yang saat ini paling
banyak menyumbang perkawinan di bawah umur. Beliau mengatakan bahwa:

“sebenarnyo, yang paling banyak mempengaruhi nikah dini tuh yo faktor
ekonomi, pendidikan, pemahaman orang tua ke anak, terus faktor
lingkungan. Tapi, kalo untuk ekonomi sekarang nih sebenernyo dak terlalu
mempengaruhi karena sekolah kan di mano-mano lah digratiske dari
pemerintah jadi bukan masalah lagi lah yo. jadi justru yang paling banyak
anak nikah dini ni karna faktor lingkungan dan pergaulan. Anak-anak ini
karena bergaulnyo lah salah, kemudian penyalahgunaan narkoba yang
berlanjut free sex mau dak mau akhirnyo si anak nih nikah dini. kalo dari
faktor ekonomi, sarana prasana trus apolagi Dinas Pendidikan semuanya
lah ado di tiap kecamatan trus tiap desa lah banyak dibangun sekolah.°?

2. Minimnya Anggaran
Dalam mensosialisasikan program PUP perlunya dukungan anggaran dari
pemerintah untuk memaksimalkan implementasi program ini. Tapi realitanya,
terbatasnya anggaran menjadi penghalang program ini sampai ke desa-desa.
Oleh karena itu, dukungan dana dari instansi lain sangat diperlukan. Hal ini
diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Elisyah, beliau

mengatakan:

“Untuk sosialisasi disesuaikan dengan anggaran, dan masih
ditanggung anggarannyo oleh DPPKB, idealnyo jika itu sudah jadi
kebutuhan kita semua harusnyo dinas pendidikan dan lain-lain ikut
nanggungnyo. Jadi dengan begitu harusnyo menimbulkan kesadaran
kalo PUP ini penting, bukan untuk DPPKB tapi jugo untuk

semuanya”.1%?

101 Wawancara dengan ibu Fitriana Kepala Bidang Pengendalian DPPKB Kabupaten Musi
Rawas, tanggal 8 Maret 2021.
102 \Wawancara dengan ibu Elisyah Marsiah, Plt. Kasi Data dan Informasi DPPKB Kabupaten

Musi Rawas, tanggal 8 Maret 2021.
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Menurut hemat peneliti berdasarkan pernyataan di atas, bahwa selama ini
anggaran dalam menjalankan program PUP sepenuhnya ditanggung oleh
DPPKB. ldealnya jika program PUP ini sudah menjadi kebutuhan bersama
dalam pencegahan pernikahan dini hendaknya semua dinas di daerah ikut
menanggungnya. Mengingat terbatasnya anggaran dari DPPKB yang menjadi
salah satu penghambat untuk mensosialisasikan program ini ke desa-desa. Hal
ini diperkuat dengan pernyataan bapak Fitrian selaku tokoh MUI, beliau

mengatakan:

“PUP ini cukup efektif lah, tapi secara persentase dak terlalu besar.
Karna memang masyarakat di daerah kadang-kadang ndak sampe
informasinya (PUP) 1%

3. IPTEK dan Pergaulan Bebas

Media sosial yang berkembang pesat telah mengubah pandangan Kkita
tentang realitas kehidupan. Media sosial juga telah banyak mengubah cara
berpikir anak muda tentang seks dan seksualitas. Berkat berkembangnya media
sosial dan media massa remaja tidak lagi memandang seks sebagai sesuatu
yang tabu, membicarakan seks telah dianggap sebagai hal yang lumrah. Remaja
yang baru memasuki masa pubertas dapat dengan mudah memperoleh
informasi tanpa disertai penjelasan yang kritis tentang masalah seksualitas,
akhirnya informasi yang mereka terima melalui media sosial maupun internet

ditelan mentah-mentah. Gejolak masa muda yang tak terbendung, ketika

103 \Wawancara dengan bapak Fitrian Narasumber Tokoh Agama MUI Kabupaten Musi Rawas,
tanggal 9 Maret 2021.
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melihat keindahan dan kebebasan berelasi yang ditampilkan di media sosial
membuat remaja diam-diam memberontak. Karena realita yang ada pada
kehidupan nyata para remaja begitu bertentangan dengan apa yang mereka lihat

di media sosial.

Hal tersebut membuat mereka gelisah, pada akhirnya mereka melakukan
hal yang sama dengan yang mereka lihat di media sosial. Mereka berpacaran
dan mencontoh cara berpacaran yang mereka lihat di dunia maya. Mereka tidak
perduli dengan norma yang ada dan juga tidak dibekali dengan pengetahuan
yang cukup, pada akhirnya remaja perempuan tersebut hamil. Semakin
maraknya perkembangan internet maka semakin mudah remaja terjerumus ke
hal yang tidak diinginkan, hal tersebut senada dengan yang dikatakan ibu

Elisyah, beliau mengatakan:

“kalo faktor eksternalnya ituloh, faktor lingkungan trus yang lebih
bahaya lagi faktor IPTEK. jadi anak-anak inikan cenderung suka
nonton film-film yang menampilkan tentang pacaran, kemewahan.
Nah anak remaja sekarang kan senengnyo hura-hura sementara
kondisi perekonomian keluarganyo tidak terlalu bagus. Akhirnyo si
anak ini tadi salah jalan, terlibat jual diri, free sex trus terlibat
penyalahgunaan narkoba demi untuk tercapai keinginannyo. °*

104 \Wawancara dengan ibu Elisyah Marsiah, Plt. Kasi Data dan Informasi DPPKB Kabupaten
Musi Rawas, tanggal 8 Maret 2021.



BAB IV
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN MAQASID TERHADAP
PROGRAM PUP SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI

BAWAH UMUR di DPPKB MUSI RAWAS

Pada bagian Bab keempat penulis akan memfokuskan bagaimana implementasi
dan kendala program PUP di DPPKB Kabupaten Musi Rawas dianalisis dengan
menggunakan teori kebijakan publik, yang dicetuskan oleh Marilee S. Grindle.
kemudian pandangan tokoh agama terkait program PUP lalu penulis analisa dari
sudut pandang Hukum Islam, dengan pisau bedahnya menggunakan teori hukum

Islam yaitu Magashid As-Syari’ah dan kebijakan publik.

. Perlindungan Reproduksi Dan Hak Pendidikan

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan jika ingin memberikan
dampak atau mencapai tujuan yang diinginkan. Marilee S. Grindle mengungkapkan
bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu ikatan untuk mempermudah
sebuah kebijakan bisa diwujudkan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan
kebijakan publik meliputi tujuan, sasaran, dan sarana yang di rangkum ke dalam

program-program untuk mencapai tujuan yang ada dalam kebijakan.°

Teori kebijakan publik yang dipopulerkan oleh Marilee S. Grindle

memaparkan bahwa untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi

105 Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, (Yogyakarta: MedPress, 2007), him.
146.

78



79

dipengaruhi oleh dua kategori inti, vyaitu isi kebijakan dan lingkungan

implementasi. %

Untuk menjawab kategori dari isi kebijakan, Merilee S. Grindle merumuskan

6 cara sebagai berikut:*°”

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan

2. Jenis manfaat yang akan diterima oleh kelompok sasaran

3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan

4. Apakah letak suatu program sudah tepat

5. Apakah suatu kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci

6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai

Kemudian kategori lingkungan dari implementasi suatu kebijakan, dalam

menganalisanya terdapat 3 cara yakni:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target termuat dalam isi

kebijakan

2. Karakteristik institusi

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas dari kelompok sasaran.

196 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), him. 93
107 1pid.
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Dua variabel di atas merupakan dasar dan pijakan peneliti untuk menganalisis
program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sebagai upaya pencegahan
perkawinan di bawah umur di Kabupaten Musi Rawas. Peneliti memakai dua
variabel, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi
(context of implementation) untuk dianalisa terhadap upaya dan kendala

implementasi program PUP di Kabupaten Musi Rawas.

Implementasi adalah langkah yang sangat penting dalam suatu sistem
kebijakan publik. Sebuah kebijakan dalam suatu program harus diimplementasikan
dengan matang agar mencapai tujuan yang diinginkan. Sama halnya dengan
program PUP, dalam melaksanakan program tersebut diperlukannya sebuah
rencana yang terorganisir dan sistematis agar target yang dituju tepat sasaran.
Tujuan lain dibuatnya suatu kebijakan adalah untuk mengatasi persoalan yang ada
di sekitar masyarakat.**Sama halnya dengan program PUP, tujuan dibentuknya
program PUP adalah untuk meningkatkan usia ideal menikah yaitu 20 tahun untuk

perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Berdasarkan paparan pada bab Il dapat ditarik kesimpulan bahwa program
PUP bertujuan untuk memberikan perlindungan reproduksi dan hak pendidikan
bagi remaja. Hal ini terbukti dengan dibentuknya program konseling pranikah dan
pemberian materi mengenai Kesehatan Reproduksi (Kespro). kedua program

tersebut dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. DPPKB Kabupaten Musi Rawas

198 Munawarah, “Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kecamatan
Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”, dalam Jurnal Niara, Vol. 14, No. 2 (September
2021). him. 114.
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memilih lingkungan sekolah sebagai wadah sosialisasi program tersebut karena
remaja merupakan penyumbang tingginya angka perkawinan di bawah umur.
Minimnya pengetahuan remaja mengenai pentingnya kesehatan reproduksi sangat
rentan menjerumuskan mereka untuk melakukan seks di luar nikah akibatnya
remaja yang hamil di luar nikah memilih menikah dini. Oleh karena itu melalui
program konseling pranikah remaja diberikan pemahaman dan pengertian tidak
terburu-buru untuk menikah. Remaja dibekali pengetahuan bahwa perkawinan di
bawah umur akan membawa banyak dampak negatif. Antara lain resiko mengalami
berbagai gangguan kesehatan, menghambat dalam mencapai cita-cita, serta rentan
mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakhir perceraian.
Analisis teori kebijakan publik mengenai pengadaan konseling pranikah yang
merupakan salah satu program yang dibuat untuk mensosialisasikan program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam hemat peneliti sudah terpenuhi dari

kriteria pengkategorian kebijakan publik yang dipopulerkan Marilee S. Grindle.

Pada pemaparan bab Il disebutkan juga manfaat yang dihasilkan dari
konseling pranikah ini antara lain, menekan angka perkawinan di bawah umur,
mencegah terjadinya seks bebas dan hamil di luar nikah, menekan laju pertumbuhan
penduduk, meminimalisir angka perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT), perselingkuhan, dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian
sasaran dari cakupan teori Marilee S. Grindle pada kebijakan program PUP telah
dijelaskan di bab sebelumnya bahwa remaja diarahkan dan diberikan pemahaman

agar tidak terburu-buru untuk menikah.
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Dalam poin kebijakan yang menempatkan program GenRe sebagai perubahan
yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Jika dikaitkan dengan cara
mengimplementasikan program PUP di masyarakat, ada 2 kelompok sasaran
program PUP. Pertama laki-laki dan perempuan yang masih remaja, dan yang
kedua orang tua yang mempunyai anak remaja. Sasaran pertama adalah remaja,
melalui program GenRe remaja diberikan wadah dan dibentuk kelompok yang
disebut dengan PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja). Fokus utama dari
program ini adalah mempromosikan program PUP demi tercapainya salah satu misi

DPPKB Musi Rawas yaitu meningkatkan median usia perkawinan.

Tabel 4. 1

Jadwal Sosialisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan
Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Tingkat Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

No Hari/Tanggal Sekolah Kecamatan

1 | 27 Februari 2017 SMAN 2 Muara Beliti Muara Beliti

2 | 28 Februari 2017 SMA Karya 45 Suka Karya

3 01 Maret 2017 SMAN Sukakarya Tuah Negeri

4 01 Maret 2017 SMPN Kasgoro STL Ulu Terawas
5 03 Maret 2017 SMPN Kebur Jaya Tiangpumpung Kepungut
6 20 Maret 2017 SMPN Marga Tunggal Jayaloka

7 22 Maret 2017 SMPN Muara Lakitan Muara Lakitan
8 23 Maret 2017 SMPN 0 Mangun Harjo Purwodadi

9 24 Maret 2017 SMPN Sumber Harta Sumber Harta
10 27 Maret 2017 SMPN Muara Kelingi Muara Kelingi
11 29 Maret 2017 MA Mutia Al-Qur’an Selangit

12 30 Maret 2017 SMPN Megang Sakti Megang Sakti
13 30 Maret 2017 SMPN 1 Tugumulyo Tugumulyo
14 02 April 2017 SMPN Bangun Jaya BTS Ulu

Sumber: DPPKB Kabupaten Musi Rawas
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Tabel 4. 2

Jadwal Sosialisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan
Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Tingkat Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019

No | Hari/Tanggal Sekolah Kecamatan Keterangan
SMPN Air Satan Muara Beliti 09.00 WIB

1| 2Agustus 2019 SMP Al Azhar Purwodadi | 13.00 WIB
SMPN Bangun Rejo Suka Karya 09.00 WIB

2 | 3AQusts2019 | gip pGRI Air Beliti Tuah Negeri | 13.00 WIB
3 | 6 Agustus 2019 SMAN Jayaloka Jayaloka 09.00 WIB
4 | 7 Agustus 2019 SMPN Terawas STL Ulu 09.00 WIB

Terawas

5 | 8 Agustus 2019 SMPN Muara Lakitan Muara Lakitan 09.00 WIB
6 | 9 Agustus 2019 SMA Tugu Sempurna Muara Kelingi 09.00 WIB
7 | 12 Agustus 2019 SMAN Sumber Harta Sumber Harta 09.00 WIB
8 | 13 Agustus 2019 SMPN Muara Megang Megang Sakti 09.00 WIB
9 | 14 Agustus 2019 SMPN Selangit Selangit 09.00 WIB
10 | 15 Agustus 2019 SMPN Maarif Tugumulyo 09.00 WIB
11 | 19 Agustus 2019 SMPN Kebur TPK 09.00 WIB
12 | 20 Agustus 2019 SMAN Bangun Jaya BTS Ulu 09.00 WIB

PIK Remaja dibentuk melalui sekolah, dimulai dari jenjang SMP sampai
SMA. Sosialisasi yang dilakukan DPPKB Musi Rawas dilaksanakan secara masif.
Berdasarkan data dari DPPKB Musi Rawas pada tahun 2017 Program PUP
disosialisasikan ke 14 sekolah yang diwakili oleh 14 Kecamatan se-Kabupaten
Musi Rawas dan pada bulan Agustus 2019 sosialisasi program PUP dilakukan
sedikitnya ke 12 sekolah yang diwakili setiap kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas.
Walaupun tidak menyentuh seluruh sekolah, DPPKB Musi Rawas mengupayakan
sosialisasi PUP agar sampai ke seluruh remaja dengan membentuk PIK R melalui

Karang Taruna di setiap desa yang sudah dibentuk kampung KB.

Kemudian analisis mengenai program generasi remaja (GenRe) dan konseling
pranikah dalam teori magasid menurut hemat peneliti telah memenuhi unsur hifz

an-nasl. Hal tersebut dikarenakan program-program yang dirancang oleh DPPKB
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Kabupaten Musi Rawas bertujuan untuk memberikan perlindungan reproduksi dan
hak pendidikan bagi remaja. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan

pada bab III.

. Demi Kesejahteraan Keluarga Dan Masyarakat

Dalam sebuah program, akan sulit diimplementasikan jika sasarannya adalah
semua kalangan. Berbeda jika sasarannya adalah kelompok yang tidak terlalu besar.
Hal ini dapat disimpulkan, sebuah program akan lebih mudah diimplementasikan
jika kelompok sasarannya adalah homogen, sebaliknya jika kelompok sasarannya
adalah heterogen maka pengaplikasiannya akan lebih sulit. *° Setiap kebijakan
publik akan melibatkan berbagai kelompok, para pihak yang terlibat disebut dengan

pemeran kebijakan (stakeholder).t

Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan kelompok sasaran program PUP,
sasaran pertama yaitu remaja dan sasaran kedua yaitu orang tua yang memiliki anak
remaja. Orang tua yang memiliki anak remaja disatukan dalam kelompok Bina
Keluarga Remaja (BKR). Melalui BKR diharapkan informasi terkait program PUP
tidak hanya menyentuh remaja, tetapi juga orang tua sebagai sasaran
kedua. ''* Kedua kelompok tersebut tentu memiliki berbagai macam perbedaan
dalam menghadapi suatu persoalan. Anak remaja yang hidup di zaman yang serba

maju tentu lebih mudah menerima suatu perubahan, hal tersebut berbeda dengan

1991pid., him. 96

110 Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2014), him. 55.

11 Wawancara dengan ibu Marlismini, Kasi Bina Ketahanan Balita, Anak, dan Lansia DPPKB
Kabupaten Musi Rawas, tanggal 8 Maret 2021.
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orang tua yang lama hidup dengan pemikiran-pemikiran tradisional cenderung acuh

dalam menerima suatu perubahan.*2

Dalam konteks ini, masih tingginya angka perkawinan di bawah umur di
Kabupaten Musi Rawas salah satunya disebabkan dengan pemikiran orang tua yang
belum menerima perubahan. Tidak terimplementasi suatu program bukan berarti
bahwa suatu kebijakan tidak terlaksana sesuai yang direncanakan. Beberapa faktor
yang menyebabkan program tersebut belum efektif, pertama adalah pihak yang
termasuk kelompok sasaran (stakeholder) tidak mau bekerjasama, kedua pihak
tersebut tidak sepenuhnya memahami suatu program dan terakhir, permasalahan
yang dihadapi kelompok sasaran di luar jangkauan mereka sehingga tidak sanggup

ditanggulangi.*?

Terlaksananya sebuah program tentu tidak luput dari dukungan pihak lain.
Menurut pandangan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam teorinya
salah satu yang mempengaruhi keberhasilan suatu program adalah adanya
dukungan dan kerjasama antar institusi yang berkepentingan. Kegagalan program
biasanya disebabkan karena kurangnya koordinasi dalam mengimplementasi
sebuah program. DPPKB Musi dalam mengimplementasikan program PUP tidak
berjalan sendiri tetapi bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, seperti
dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan (DINKES), Puskesmas, BP4, KUA,

dan BNN (Badan Narkotika dan NAPZA).

12 Ipid., him. 116-117.
113 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model
Implementasi Kebijakan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), him. 129.
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DPPKB Musi Rawas menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan
Puskesmas untuk sama-sama memberikan informasi terkait kesehatan reproduksi,
pengetahuan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur dan pengetahuan usia
ideal untuk menikah bagi remaja di lingkungan Sekolah. Selain itu DPPKB Musi
Rawas juga menggandeng BNN untuk menyampaikan materi mengenai dampak
negatif dari penyalahgunaan Narkoba. Semua materi yang disampaikan berbagai
dinas tentunya saling berkaitan dan saling terhubung dengan materi PUP. Meskipun
staf yang dimiliki DPPKB Musi Rawas terbatas, dengan terjalinnya kerjasama
dengan berbagai instansi pemerintah diharapkan program ini bisa menjangkau

Sasarannya.

Sebuah program atau aturan jika hanya dibuat secara tertulis tanpa
direalisasikan, program tersebut tidak akan berjalan dan hanya menjadi aturan
formal. Terealisasinya suatu program tentu tidak lepas dari adanya faktor
pendukung seperti sarana dan prasarana yang memadai. Dalam teorinya Mazmain
dan Sabatier, keuangan adalah faktor terpenting dalam mempengaruhi keberhasilan
suatu program. Ketika menjalankan sebuah program perlunya dukungan sumber
daya manusia untuk memantau dan menjalankan program tersebut, serta sarana dan

prasarana yang semuanya membutuhkan dana yang tidak sedikit.*

Dalam mensosialisasikan program PUP, permasalahan yang dihadapi oleh
DPPKB Musi Rawas adalah terbatasnya anggaran. Sehingga sosialisasi tidak bisa

dilakukan secara masif ke seluruh sekolah di setiap kecamatan. Sosialisasi hanya

114 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, him. 97.
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dilakukan sedikitnya ke satu sekolah pada setiap kecamatan. Berdasarkan data yang
didapatkan peneliti, di Kabupaten Musi Rawas terdapat 14 kecamatan. Pada setiap
kecamatan ada satu sekolah yang terpilih sebagai wadah untuk mensosialisasikan
program PUP. Tentu sosialisasi ini bekerjasama juga dengan Dinas Pendidikan,
BNN, dan Dinas Kesehatan (DINKES). Tetapi, untuk anggaran semuanya

ditanggung oleh DPPKB.

Berdasarkan analisis di atas, upaya yang telah dilakukan DPPKB Musi Rawas
dalam mengimplementasikan program PUP untuk meminimalisir angka pernikahan
di bawah umur telah berhasil walaupun belum maksimal. Berikut data rekapitulasi

angka perkawinan menurut umur dari tahun ke tahun di Kabupaten Musi Rawas:

Tabel 4. 3
Data Perkawinan Menurut Umur
Uil Ca.llon Umur Calon Isteri | Jumlah
Suami
No Kecamatan T
< 25 thn <20 thn | > 20 thn
thn
1 Muara Beliti 111 122 84 149 466
2 Tugumulyo 111 174 51 134 470
3 Muara Kelingi 114 [, | 79 106 370
4 Selangit 71 47 44 74 236
5 Purwodadi 40 71 24 77 212
6 Tuah Negeri 73 89 55 107 324
7 Muara Lakitan 156 172 141 183 652
8 Sumber Harta 76 74 43 114 307
9 | Stl.UluTerawas 141 126 110 153 530
10 | Megang Sakti 118 151 84 185 538
11 Jayaloka 41 47 28 60 176
12 Bts. Ulu 93 86 100 79 358
13 Suka Karya 59 128 104 83 374
14 | T1ANGPUMpUNG | 39 38 50 173
Kepungut
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Jumlah 1250 1397 985 1554 5186
Sumber: Presentasi BP4 Tahun 2017
Tabel 4. 4
Data Perkawinan Menurut Umur
No Kecamatan Umur Calon Suami | Umur Calon Isteri | Jumlah
<25thn | >25thn | <20thn | > 20 thn
1 Muara Beliti 118 107 62 139 426
2 Tugumulyo 80 138 55 173 446
3 | Muara Kelingi 104 205 30 279 618
4 Selangit 65 47 39 73 224
5 Purwodadi 54 B 28 63 182
6 Tuah Negeri 80 106 58 166 410
7 Muara Lakitan 120 126 84 170 500
8 Sumber Harta 65 67 50 82 264
9 | Stl.UluTerawas 107 153 73 157 490
10 | Megang Sakti 49 63 30 84 226
11 Jayaloka 122 135 66 207 530
12 Bts. Ulu 57 75 45 89 266
13 Suka Karya 73 46 14 105 238
14 | T1ang Pumpung | oo 55 35 73 219
Kepungut
Jumlah 1149 1360 669 1860 5038
Sumber: Presentasi BP4 Tahun 2018
Tabel 4.5
Data Perkawinan Menurut Umur
Umur Calon Umur Calon
L J Jumlah
No arime atin Suami Isteri
<25 S 25 thn <20 | >20
thn thn thn
1 Muara Beliti 103 112 82 133 430
2 Tugumulyo 159 224 70 313 766
3 Muara Kelingi 133 181 1 313 628
4 Selangit 85 79 57 107 328
5 Purwodadi 56 86 24 112 278
6 Tuah Negeri 91 113 27 167 398
7 Muara Lakitan 131 197 107 221 656
8 Sumber Harta 77 96 46 127 346
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9 Stl.UluTerawas | 124 166 77 213 580
10 Megang Sakti 185 211 84 302 782
11 Jayaloka 52 51 34 69 206
12 Bts. Ulu 131 121 27 225 504
13 Suka Karya 49 55 27 77 208
14 | TangPumpung | oo 64 7% | 72 203
Kepungut
Jumlah 1466 1757 740 2473 6436
Sumber: Presentasi BP4 Tahun 2019
Tabel 4. 6
Data Perkawinan Menurut Umur
NO | KECAMATAN PRIA UMUR WAKTU NIKAH JUMLAH
BU | 19-20 (21-24|25-30| >30
1 |TUAH NEGERI 3 |2 77 62 39 193
2 |SELANGIT 3 12 57 34 12 118
3 [TUGUMULYO 8 20 88 117 63 296
4 |SUKAKARYA 4 9 35 36 16 100
5 |PURWODADI 3 41 32 25 109
6 |MUARABELITI| 11 28 56 74 34 203
STL. ULU
7 TERAWAS 10 33 78 75 61 257
8 [JAYALOKA 1 24 37 37 24 123
SUMBER
9 HARTA 4 16 53 51 29 153
10 |[MEGANG SAKTI| 8 34 143 142 55 382
11 |TP. KEPUNGUT 23 40 30 17 112
MUARA
12 KELINGI 4 23 65 110 58 260
13 |BTS ULU 0 8 111 99 1 219
MUARA
14 LAKITAN 2 31 69 89 61 252
JUMLAH 61 281 950 990 495 2777

Sumber: Presentasi BP4 Tahun 2020
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Tabel 4. 7
Data Perkawinan Menurut Umur
WANITA UMUR WAKTU NIKAH |[JUMLAH
NO | KECAMATAN BU |19-20(21-24|25-30| >30
1 |TUAH NEGERI 8 63 69 25 28 193
2 |SELANGIT 6 55 36 17 4 118
3 |TUGUMULYO 25 48 111 68 44 296
4 |SUKAKARYA 14 27 31 19 9 100
5 |PURWODADI 4 42 37 10 16 109
6 |MUARA BELITI 31 50 60 43 19 203
STL. ULU
7 TERAWAS /5 92 71 39 30 257
8 [JAYALOKA 4 64 19 14 22 123
9 ||SUMBER HARTA| 11 43 49 33 17 153
10 |MEGANG SAKTI | 27 89 143 87 36 382
11 |TP. KEPUNGUT 0 59 26 15 12 112
MUARA
12 KELINGI 14 75 84 55 32 260
13 BTS ULU 0 102 106 11 0 219
MUARA
14 LAKITAN 14 78 81 42 37 252
JUMLAH 183 887 923 478 306 2777

Sumber: Presentasi BP4 Tahun 2020

Dilihat dari data rekapitulasi presentasi BP4 pertama, untuk tahun 2017 dari

5186 jumlah orang yang menikah, sebanyak 2235 orang didominasi menikah di

bawah umur ketentuan PUP. Kedua, pada tahun 2018 dari 5038 jumlah orang yang

menikah, sebanyak 1818 orang yang menikah di usia di bawah umur. Ketiga, pada

tahun 2019 dari 6436 jumlah orang yang menikah, sebanyak 2206 orang yang

menikah di bawah umur. Keempat, untuk tahun 2020 dari 5554 jumlah orang yang

menikah, sebanyak 1475 orang menikah di bawah umur. Jika dihitung secara

persentase tahun 2017 sebesar 43.09 %, tahun 2018 sebesar 36.08 %, tahun 2019

sebesar 34.27 %, dan tahun 2020 sebesar 26.55 %. Angka di atas menunjukan dari

tahun ke tahun terjadi penurunan persentase angka perkawinan di bawah umur di
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Kabupaten Musi Rawas. Artinya program PUP cukup efektif dalam meminimalisir

angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Musi Rawas.

Kendala dalam mengimplementasikan program PUP di masyarakat tentu
beragam. Contohnya di Kabupaten Musi Rawas, walaupun DPPKB Musi Rawas
selalu mensosialisasikan program tersebut tapi fakta yang terjadi di lapangan angka
pernikahan di bawah umur masih tetap tinggi. DPPKB Musi Rawas dalam
mengimplementasikan program PUP melalui penyuluhan dengan membentuk
kelompok PIK Remaja dan kelompok BKR walaupun diterima masyarakat sekitar,
tetapi karena faktor pendidikan orang tua yang memiliki anak remaja masih
terbilang rendah maka pemahaman masyarakat terkait program tersebut masih sulit

diterapkan dalam realitas kehidupan.

Teknik mensosialisasikan program PUP tentu sudah dipahami oleh sebagian
masyarakat. Tetapi, yang masih sulit dimengerti oleh masyarakat adalah perbedaan
usia menikah antara Undang-Undang Perkawinan dan usia ideal perkawinan dari
program PUP. Jika BKKBN menerapkan usia perkawinan 20 tahun bagi perempuan
dan 25 tahun bagi laki-laki dilinat dari kesiapan mental, psikologis, fisiologis, dan
ekonomi seseorang. Apabila tidak memenuhi usia tersebut dikhawatirkan akan
menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga, khususnya jika ditinjau dari
segi kesehatan ibu hamil. Tetapi sebagian masyarakat mengabaikan pertimbangan
tersebut, karena hal ini didukung dengan adanya Undang-Undang Perkawinan yang

menerapkan batas usia perkawinan yaitu 19 tahun.'t

115 1bid., hIm. 114-115.
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Berdasarkan wawancara dengan 6 responden dari staf DPPKB Kabupaten Musi
Rawas, hambatan yang paling mempengaruhi tidak efektifnya program tersebut
adalah lingkungan sekitar. Fenomena perkawinan di bawah umur yang terjadi di
Musi Rawas secara tidak langsung mendapatkan dukungan orang tua dan
lingkungannya. Dalam teorinya Mazmain dan Sabaiter, terlaksananya suatu
program tidak lepas dari pengaruh lingkungan kebijakan (variabel lingkungan).
Dukungan masyarakat dan kondisi lingkungan mempengaruhi terlaksananya
program PUP. Sama halnya dengan teori keberhasilan implementasi menurut
Marilee S. Grindle, tingkat kepatuhan masyarakat adalah salah satu faktor
pendukung berjalannya program PUP. Menumbuhkan kesadaran masyarakat
pentingnya menikah di usia yang ideal adalah hal yang cukup sulit. Menurut salah
satu responden, walaupun program PUP cukup diterima oleh masyarakat
Kabupaten Musi rawas tetapi realita yang terjadi di lapangan masih minimnya

kesadaran dalam diri remaja untuk menikah di usia ideal.

Selanjutnya, kemajuan IPTEK yang pesat juga salah satu penyebab terjadinya
perkawinan di bawah umur di Kabupaten Musi Rawas. Berbagai dampak negatif
yang ditimbulkan dari kemajuan IPTEK sangat mempengaruhi gaya hidup remaja.
Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Ica, beliau memaparkan bahwa tayangan
dari televisi dan pengaruh media sosial yang sering menampilkan gaya hidup
mewah justru yang paling banyak diikuti oleh remaja hal tersebut berseberangan
dengan kondisi perekonomian orang tua yang tidak terlalu bagus. Akibatnya remaja
memilih jalan yang salah, ada yang terjerumus dengan seks bebas dan ada juga

remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba demi mencapai keinginannya,
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ditambah lagi jika orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang
perguruan tinggi, pernikahan adalah jalan pintas yang dipilih orang tua dan anak

untuk mengeluarkan mereka dari kondisi tersebut.:6

Kondisi sosial masyarakat, tingkat pendidikan, dan kemajuan IPTEK di
Kabupaten Musi Rawas yang tidak seimbang mengakibatkan implementasi
program PUP belum berjalan secara efektif. Program akan berjalan apabila target
sasarannya memiliki sifat dan pemikiran yang sama terhadap suatu program. Fakta
di lapangan, masyarakat memiliki tingkat pemahaman dan sifat yang berbeda-beda.
Ada pihak yang mendukung dan ada pihak yang menolak, ada masyarakat yang
mudah menerima dan ada juga masyarakat yang sulit menerima dengan

pertimbangan yang macam-macam.

BKKBN sebagai instansi pelaksana kebijakan publik tentu harus berupaya
melakukan pendekatan yang menyentuh semua kalangan jika ingin programnya
diterima masyarakat. Hal ini tentu tidak mudah, perlunya menjalin kerjasama yang
intens dengan berbagai instansi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat demi
terwujudnya kebijakan tersebut. Untuk memperkuat perumusan kebijakan sebagai
upaya pencegahan pernikahan dini dan untuk memastikan upaya tersebut dilakukan
secara efektif, perlunya keseriusan pemerintah dalam menanggulangi perkawinan
di bawah umur. Mengingat target dari BKKBN yaitu untuk meminimalisir laju
pertumbuhan penduduk, yang terdapat dalam draft agenda prioritas kelima salah

satunya untuk meningkatkan upaya pembangunan kependudukan di Indonesia.

118 Wawancara dengan ibu | (Inisial Nama Narasumber staf DPPKB Kabupaten Musi Rawas),
tanggal 8 Maret 2021
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Oleh sebab itu, Program PUP yang telah berjalan hendaknya ditingkatkan lagi
pengaplikasiannya. Sehingga hasil yang didapat dari program PUP tersebut bisa
lebih baik lagi dari sebelumnya. BKKBN sebagai instansi pemerintah yang
memiliki tujuan untuk mencegah ledakan penduduk, melalui program PUP terus
melakukan pembekalan dan sosialisasi mengenai usia ideal menikah bagi remaja

agar tercapainya tujuan tersebut.

Meskipun ada beberapa faktor penyebab belum efektifnya program PUP yang
telah disebutkan di atas, akan tetapi dalam analisis teori kebijakan dalam hemat
peneliti sudah terpenuhi, karena sudah mencakup kategori yang telah dijabarkan
yakni, sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan,
jenis manfaat yang akan diterima oleh kelompok sasaran, sejauh mana perubahan
yang diinginkan dari sebuah kebijakan, suatu program sudah tepat, suatu kebijakan
telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan sebuah program didukung
oleh sumber daya yang memadai. Kemudian juga telah mencakup kategori
lingkungan dari implementasi suatu kebijakan, yakni, sejauh mana kepentingan
kelompok sasaran atau target termuat dalam isi kebijakan, karakteristik institusi,
dan tingkat kepatuhan dan responsivitas dari kelompok sasaran dari adanya

program PUP tersebut.

Kemudian analisis mengenai upaya DPPKB Kabupaten Musi Rawas dalam
menyelenggarakan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah menurut hemat
peneliti demi tercapainya kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Musi Rawas.
Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip magasid yaitu hifz al-mal. Begitu juga

mengenai program PUP dalam mengupayakan umur perkawinan bagi laki-laki di



95

atas 25 tahun adalah perwujudan dari perlindungan harta (hifz al-mal), remaja laki-
laki yang menikah di usia muda pada umumnya belum memiliki pekerjaan tetap,
mereka belum memiliki penghasilan sendiri dan masih bergantung kepada orang
tua. Kondisi seperti ini tentu akan berdampak buruk bagi rumah tangganya, karena
belum siap secara ekonomi untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan
keluarganya. Mewujudkan perekonomian keluarga yang baik merupakan salah satu

aspek terbentuknya keluarga yang sakinnah, mawaddah dan rahmabh.

. Demi Kepentingan Terbaik Bagi Keturunan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan tokoh agama
MUI dan NU, bahwa program PUP menurut pandangan tokoh agama sudah sesuai
karena banyak menimbulkan kemaslahatan. '’ Diterimanya program PUP di
kalangan masyarakat termasuk peran para tokoh agama sendiri, dimana tokoh
Agama mempunyai suatu karisma yang ada seperti yang ada dalam teorinya Max
Weber. Sehingga melalui perantara para tokoh ini program PUP bisa berjalan sesuai
dengan visi misi yang telah ditetapkan. Karena masyarakat takzim dengan adanya
tokoh Agama, dan tokoh Agama di kalangan masyarakat dipandang memiliki
karisma dan integritas yang baik maka secara tidak langsung program ini didukung

oleh masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa terkait perkawinan anak.
menurut pandangan MUI, dalam Islam (Fikih) tidak ada ketentuan yang jelas

mengenai batasan untuk menikah, terlepas dari apakah batasan umur tersebut paling

117 Wawancara dengan bapak Fitrian Narasumber Tokoh Agama MUI Kabupaten Musi Rawas,
tanggal 9 Maret 2021.
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rendah atau paling tinggi. Dalam fikih, usia dibolehkannya untuk menikah adalah
usia mampu bertindak dan mendapatkan hak. Ada beberapa perbedaan mengenai
kebolehan menikah dini. Sebagian ulama fikih membolehkan perkawinan di bawah
umur. Sementara Ibn Hazm berpendapat bahwa, perempuan yang masih kecil
selama dalam perizinan orang tua dan walinya boleh untuk menikah dini,
sedangkan laki-laki yang masih kecil tidak boleh menikah dini. Berdasarkan
pertimbangan jumhur ulama, MUI memutuskan bahwa perkawinan anak
dibolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuannya. Namun, jika perkawinan itu
banyak menyebabkan kemudharatan maka hukumnya menjadi haram.**®Pandangan
MUI tersebut tentu tak lepas dengan aturan dalam hukum Islam. Walaupun dalam
hukum Islam kebolehan menikah dilihat dari ukuran balig tetapi jika banyak

menimbulkan dampak negatif tentu kebolehan tersebut menjadi haram.

Program PUP jika dianalisis adalah wujud dari memahami maqashid
perkawinan yang merupakan cabang dari kajian Magasid As-Syari’ah. Menurut
hemat peneliti, program tersebut merupakan perwujudan dari perlindungan jiwa
(hifz an-nafs), perlindungan keturunan (hifz an-nasl), dan perlindungan harta (hifz
al-mal). Tujuan dari Program PUP adalah untuk meningkatkan usia perkawinan
bagi perempuan 20 tahun dan laki-laki 25 tahun merupakan bagian dari tandzim al-
alagah bayn al-jinsyan yakni mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan

agar menikah di usia yang ideal demi tercapainya keharmonisan keluarga.

118 Umi Supraptiningsih, Eric Hariyanto, “Perkawinan Anak: Pandangan Ulama dan Tokoh
Masyarakat Pamekasan”, dalam Jurnal Harkat, VVol. 15, No. 2, (2019), him. 102.
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Meningkatnya usia pernikahan bagi perempuan 20 tahun dan laki-laki 25 tahun
diharapkan dapat menurunkan tingkat kehamilan atau Total Fertility Rate (FTR)
agar terwujudnya hifz an-nasl yaitu menjaga garis keturunan. Perempuan yang
menikah di usia dini tentu akan banyak menimbulkan kemudharatan bagi dirinya
sendiri dan anaknya seperti keguguran, anak lahir cacat, dan lain-lain. Tubuh
perempuan yang berusia 20 tahun ke bawah secara fisik belum matang sehingga
belum siap untuk mengandung serta melahirkan. Jika pernikahan banyak
menimbulkan kemudharatan tentu bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai

dari Magasid As-Syari’ah.**®

Ketiga tujuan di atas menurut hemat peneliti akan terwujud jika suami dan isteri
telah benar-benar siap secara fisik, mental, dan finansial untuk menikah.

Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

agiiny o) i ) 35S0 () aSial 5 aSalie (g Cpalliall s aSia ALY saSil

“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-
laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan meberikan kemampuan
kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya)
lagi Maha Mengetahui.*®

As-shalihin mengandung arti seseorang yang layak dan mampu untuk
memenuhi kewajiban perkawinannya, tidak hanya mampu secara ekonomi, tetapi

juga mampu mendidik dan memenuhi pendidikan anaknya dan sebagainya. Oleh

118 Wawancara dengan bapak Sultoni, Narasumber Tokoh Agama NU Kabupaten Musi Rawas,
tanggal 17 Maret 2021.
120 An-Nur (24): 32
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karena itu, pemenuhan tugas dalam kehidupan perkawinan juga membutuhkan

kesiapan fisik dan mental.**

Kesiapan secara mental dan fisik juga termaktub dalam surat al-An’am, yang

berbunyi:
oM\&éw\@JUY\w\du\yﬁ Y_j

“Dan janganlah dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih
bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. *?

Kata as-syuddah mempunyai arti kekuatan fisik seserorang. Penggalan kata as-
syuddah berarti seseorang yang telah kuat secara fisiknya berarti telah lepas dari
sifat kanak-kanaknya. Kekuatan fisik ini harus disempurnakan dengan
sempurnanya akal dan pikiran. Jika dikaitkan dengan perkawinan, maka kata ini
diartikan semua organ pengantin sudah siap secara fisik untuk bereproduksi dan
berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.'?* Kedewasaan secara fisik
bisa terwujud pada usia ideal menurut PUP yaitu perempuan 20 tahun dan laki-

laki 25 tahun.

Istilah kedewasaan selain dalam surat al-An’am terdapat juga dalam surat an-

Nisa yang berbunyi:?*

121 Moch. Nurcholis, Usia Perkawinan di Indonesia: Landasan Akademis dan Korelasinya
dengan Magashid Perkawinan Dalam Hukum Islam, (Jombang: IAIBAFA Press, 2019), him. 78.

122 Al-An’am (6): 152

123 Moch. Murcholis, Usia Perkawinan di Indonesia, him. 79.

124 An-Nisa (4): 6.
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5 1S Ol ol s ) ) Lo SISU agll sal

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian

jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),
maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu
makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu)
tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.”

Kata rusyd dalam ayat ini memiliki arti cerdas (pandai menjaga harta benda).
Para ahli agama memakai kata ini sebagai batasan usia menikah, kebolehan
menikah tidak hanya diukur dengan sudah haid atau mimpi basah (baligh) tetapi
juga harus sudah dewasa (mature/rusyd).*? Jika dikaitkan dalam perkawinan,
Rusyd adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga,
problem solving, mengatur perekonomian, juga kemampuan berhubunagn yang

baik antar suami, isteri, anak, keluarga, serta masyarakat.?

Peneliti menganalisis ketentuan dalam program PUP dengan menggunakan
Magasid As-Syari’ah  bertujuan untuk menemukan solusi yang baik untuk
mewujudkan tujuan dari Magasid As-Syari’ah ~ keluarga, yaitu mengatur
hubungan hubungan antara suami dan isteri, menjaga garis keturunan, mewujudkan
rumah tangga yang Sakinnah, Mawaddah Wa Rahmah, mengatur hubungan yang

baik dalam berkeluarga, serta menjaga finansial yang baik.*?’

125 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) islam Indonesia dan Perbandingan
Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), him. 389.

126 Moch. Nurcholis, Usia Perkawinan di Indonesia, him. 80.

127 Teguh Anshori, “Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah”,
dalam Jurnal Al Syakhsiyyah, Vol. 1, No. 1 (2019), him. 15.
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Sebuah penelitian mengemukakan meskipun kerap bertentangan dengan
norma-norma sosial masyarakat muslim di Indonesia, 7-11 persen perempuan
Indonesia telah mengandung anak pertama mereka sebelum menikah. Undang-
undang perkawinan terbaru yaitu Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan angka
pernikahan menjadi 19 tahun tentu telah melalui proses yang panjang dalam
menerapkan batas usia pernikahan. Hal ini bertujuan agar laki-laki dan perempuan
harus siap secara mental dan fisik. Namun, pada praktiknya usia 19 tahun masih
masuk dalam kategori dewasa muda (lead adolescent), artinya usia tersebut adalah
transisi dari masa remaja ke dewasa. Oleh karena itu, usia 19 tahun agak kurang pas

jika dikategorikan usia yang matang.*?

Selanjutnya, walaupun batas minimal usia perkawinan dinaikkan menjadi 19
tahun masih ada celah bagi orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia remaja
melalui dispensasi nikah, dengan adanya ketidakjelasan dispensasi ada keraguan
bahwa undang-undang perkawinan yang Kini berlaku belum efektif mencegah
perkawinan di bawah umur. Terutama bagi remaja yang terlanjur hamil di luar

nikah.12

Adanya dispensasi nikah cenderung memberikan celah hukum bagi pelaku
perkawinan di bawah umur, bahkan memberikan legalisasi hukum melalui meja
pengadilan. Meski di Indonesia sudah ada regulasi mengenai Undang-Undang

Perlindungan Anak, nyatanya undang-undang tersebut tidak mengatur sanksi bagi

128 estari Nurhajati, Damayanti Wardyaningrum,” Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan
Keputusan Perkawinan di Usia Remaja”, dalam Jurnal Al-Azhar Indonesia, Vol. 1, No. 4,
(September 2012), him. 238.

129Diyah Anantalia Widyastari “Revisiting the New Indonesia’s Marriage Act 2019: Will It Be
Effective to Prevent Adolescent Marriage?”, Journal of INSIGHT, Vol. 1, No. 1, him. 3.
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pelaku perkawinan di bawah umur. Pemerintah Indonesia seharusnya memberikan
sanksi hukum untuk pelaku perkawinan di bawah umur, karena dampak negatif dari
perkawinan dini semakin meningkat dan membahayakan ibu muda dan anak-anak
perempuan di Indonesia.**Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur adalah
masalah yang kompleks yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, lingkungan,
dan pendidikan. Maka undang-undang yang baru tidak cukup menjadi tolak ukur

untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

Begitu juga dengan penyebab tingginya angka perkawinan di bawah umur di
Kabupaten Musi Rawas. Pandangan staf DPPKB senada dengan pernyataan para
tokoh agama tersebut. Maka revolusi sikap pencegahan perkawinan di bawah umur
melalui program PUP perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya orang
tua yang memiliki anak remaja. Keterlibatan tokoh agama, instansi pemerintah,
masyarakat, dan orang tua harus ditingkatkan, untuk memberikan pemahaman
kepada remaja bahwa perkawinan di bawah umur akan merugikan masa depan
mereka setelah mereka berhenti sekolah. Serta pentingnya edukasi kesehatan

reproduksi bagi remaja harus dimasifkan. 3

130 Fatum Abubakar, “Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A
Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)”, Journal lImu Syariah dan Hukum,
Vol. 04, No. 2, (2019), him. 114.

181Diyah Anantalia Widyastari “Revisiting the New Indonesia’s Marriage Act 2019: Will It Be
Effective to Prevent Adolescent Marriage?”, hlm. 3.
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